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ABSTRAK 

 

PEMANFAATAN PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK PELAYANAN 

KESEHATAN MASYARAKAT DI PROVINSI LAMPUNG 

 

Oleh: 

 

M ILHAM TAUFIQ RAHMAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan hasil penerimaan pajak 

rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Lampung. Rokok sebagai 

produk tembakau yang menyebabkan kecanduan, memberikan dampak negatif bagi 

kesehatan dan membebani anggaran negara. Akan  tetapi pajak rokok juga menjadi 

sumber pendapatan penting bagi daerah, yang sebagian besar dialokasikan untuk 

meningkatkan fasilitas kesehatan. Masalah Penelitian yang akan dibahas adalah (1) 

Bagaimanakah pemanfaatan hasil pemerimaan pajak rokok untuk pelayanan kesehatan 

Masyarakat di Provinsi Lampung. (2) faktor penghambat dan pendukung dari 

pemanfaatan pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Lampung. 

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan studi lapangan. Studi 

pustaka untuk menganalisis regulasi terkait pajak rokok, sementara studi lapangan 

dilakukan melalui wawancara dengan Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah, dan Dinas Kesehatan di Provinsi Lampung. Analisis data 

menggunakan deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran mendalam mengenai 

pemanfaatan dan faktor penghambatnya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan penerimaan dana pajak rokok 

dialokasikan melalui Dana Bagi Hasil kepada kabupaten/kota dengan ketentuan bahwa 

minimal 50% dari penerimaan pajak rokok harus digunakan untuk pelayanan kesehatan 

dan penegakan hukum. Faktor penghambat utama yang dihadapi adalah peredaran rokok 

ilegal yang mengurangi potensi penerimaan pajak serta ketimpangan kebutuhan antar 

daerah dan distribusi dana dari pajak rokok kepada kabupaten/kota harus sesuai dengan 

kebutuhan prioritas daerah dalam implementasinya terdapat perbedaan dalam 

perencanaan dan pengelolaan di setiap daerah. Koordinasi antar instansi dan pengawasan 

yang lebih ketat diperlukan agar pemanfaatan pajak rokok dapat optimal untuk 

meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat di Provinsi Lampung. 

Kata kunci: Pajak Rokok, Pelayanan Kesehatan, Pemanfaatan Dana.



 

 

ABSTRACT 

 

PEMANFAATAN PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK PELAYANAN 

KESEHATAN MASYARAKAT DI PROVINSI LAMPUNG 

 

By: 

 

M ILHAM TAUFIQ RAHMAN 

This study aims to analyze the utilization of cigarette tax revenue for public health 

services in Lampung Province. Cigarettes, as an addictive tobacco product, have negative 

health impacts and burden the state budget. However, cigarette taxes are also an important 

source of regional income, with a significant portion allocated to improving healthcare 

facilities. This study addresses two main questions: (1) How is cigarette tax revenue used 

for public health services in Lampung Province? (2) What are the supporting and 

inhibiting factors in utilizing cigarette tax revenue for public health services? 

The research employs literature and field studies. The literature study analyzes 

regulations related to cigarette taxes, while the field study includes interviews with the 

Regional Revenue Agency, the Regional Financial and Asset Management Agency, and 

the Health Office of Lampung Province. Data analysis uses a qualitative descriptive 

approach to provide an in-depth understanding of utilization and constraints. 

Findings show that cigarette tax revenue is allocated through revenue-sharing 

funds to regencies/cities, with at least 50% required for healthcare services and law 

enforcement. Key inhibiting factors include the circulation of illegal cigarettes, reducing 

potential tax revenue, and disparities in regional needs. The. 

Keywords: Tobacco Tax, Public Health Services, Fund Utilization.
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MOTTO 

 

ا وَلَ م   تلُوُ ۤۡ ـفسَُكُم   تقَ  مًا  بِكُم   كَانَ  اٰللَّ  اِن   ؕ  انَ  رَحِي   

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu.” 

(QS. An-Nisa 4:29) 

 

“Jagalah kesehatanmu, karena itu adalah modal utama dalam beribadah kepada 

Allah” 

(Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a.) 

 

“Jangan tanyakan apa yang bisa negara lakukan untukmu, tetapi tanyakan apa 

yang bisa kamu lakukan untuk negara” 

(John F. Kennedy) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Rokok me$rupakan salah satu hasi $l dari $ prose$s produksi $ dari $ hasi $l tanaman 

te$mbakau yang me$mbuat orang bi $sa sampai $ ke$canduan.1 Ke$bi $asaan me$rokok di$ 

ne$gara maju se$maki $n be$rkurang, namun se$bali $knya di $ ne$gara be$rke$mbang justru 

se$bali $knya se$maki $n me$ni $ngkat, ti $dak te$rke$cuali $ di $ I$ndone$si $a, di $ I$ndone$si $a te$rdapat 

ke$ce$nde$rungan me$ni $ngkatnya jumlah pe$rokok te$rutama pada kaum re$maja.2 

Re$gulasi $ rokok i $barat dua mata pi $sau yang me$nje$bak dalam si $tuasi $ yang di $le$mati $s. 

Di $ satu si $si $, i $ndustri $ rokok me$mbe$ri $kan masukan te$rhadap pe$ne$ri $maan ne$gara, 

namun di $ si$si $ lai $nnya pe$me$ri $ntah juga me$nanggung dampak ne$gati $f rokok yang 

dapat me$ni $ngkatkan anggaran ke$se$hatan. Se$pe$rti $ di $ke$tahui $ bahwa bahaya yang 

di $ti$mbulkan dari $ me$rokok antara lai $n adalah dapat me$ni $mbulkan be$be$rapa pe$nyaki $t 

kroni $s se$pe$rti $ kanke$r, pe$nyaki $t jantung, stroke$, bronkhi $ti $s, dan se$bagai $nya.3 

Pe$me$ri $ntah be$rke$waji $ban untuk me$njaga ke$se$hatan masyarakat, ole$h kare$na i $tu 

maka pe$rlu te$rus pe$ni $ngkatan pe$ndanaan untuk ke$pe$rluan pe$njagaan ke$se$hatan 

masyarakat, untuk me$ni $ngkatkan ke$mampuan ke$uangan dae$rah agar dapat 

me$laksanakan otonomi $ khususnya yang be$rasal dari $ pajak dae$rah dan re$tri $busi $ 

dae$rah.  

 
1 Budi Ispriyarso. Fungsi Reguler Pajak Rokok di Bidang Keshatan Masyrakat dan Penegakan 

Hukum, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No.3, hlm.228 
2 Sirait, A. M., Pradono, Y., & Toruan, I. L. (2002). Perilaku Merokok di Indonesia. Buletin 

Penelitian Kesehatan, 30(3), hlm.139–152 
3 Budi Ispriyarso, Op.cit, hlm.229 
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Rokok me$rupakan be$nda yang te$rmasuk dalam pajak dae$rah. Pajak rokok 

adalah pungutan cukai $ yang di $pungut ole$h pe$me$ri $ntah dae$rah be$rsamaan de$ngan 

cukai $ rokok. Pajak i $ni $ be$rtujuan me$li $ndungi $ masyarakat dari $ bahaya rokok dan 

opti $mali$sasi $ layanan ke$se$hatan masyarakat ole$h pe$me$ri $ntah dae$rah. Be$saran pajak  

rokok yang di $te$rapkan adalah 10 pe$rse$n dari $ ni $lai $ cukai $. Se$lai $n i $tu, pe$me$ri $ntah 

dae$rah harus me$ngawasi $ pe$re$daran rokok di $ wi $layahnya, te$rmasuk rokok i $le$gal 

Pe$ne$ri $maan pajak rokok i $ni $ di $alokasi $kan mi $ni $mal 50% untuk me$ndanai $ pe$layanan 

ke$se$hatan masyarakat dan pe$ne$gakan hukum. De$ngan adanya pajak rokok, 

pe$me$ri $ntah dapat le$bi $h opti $mal dalam me$njaga ke$se$hatan masyarakat.4  

 

Pajak Dae$rah adalah pajak yang di $pungut ole$h pe$me$ri $ntah dae$rah, 

pe$nge$lolaannya di $lakukan ole$h Di $nas Pe$layanan Dae$rah yang be$rada dalam 

pe$ngawasan pe$me$ri $ntah dae$rah masi $ng-masi $ng. Pajak dae$rah me$rupakan sumbe$r 

pe$ndapatan dae$rah yang pe$nti $ng untuk me$mbi $ayai $ pe$nye$le$nggaraan pe$me$ri $ntahan 

dan pe$mbangunan dae$rah me$nge$nai $ pajak dae$rah i $ni $, pe$me$ri $ntah me$ne$tapkan 

be$rbagai $ ke$bi $jakan pe$rpajakan dae$rah, di $antaranya de$ngan me$ne$tapkan Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 te$ntang Pajak Dae$rah dan Re$tri $busi$ Dae$rah (UUPDRD) 

yang di $sahkan ole$h DPR pada 18 Agustus 2009.  

 

Pajak rokok te$rmasuk ke$dalam ke$bi $jakan de$se$ntrali $sasi $ fi $skal. Ke$bi $jakan 

de$se$ntrali $sasi $ fi $skal me$rupakan dukungan ke$pada pe$me$ri $ntah dae$rah untuk 

pe$layanan publi $k di $wujudkan de$ngan me$ntransfe$r dana ke$ dae$rah se$suai $ de$ngan 

pe$raturan pe$rudangan-undangan yang be$rlaku, dalam hal i$ni $ yai $tu UUPDRD.5 

Me$lalui $ pe$raturan pe$rundangan te$rse$but di $harapkan dae$rah dapat le$bi $h me$ndorong 

pe$ni $ngkatan pe$layanan ke$pada masyarakat dan ke$mandi $ri $an dae$rah. Be$rdasarkan 

UUPDRD, Pajak Rokok yang di $sahkan pada 18 Agustus 2009 me$rupakan dana 

transfe$r untuk pe$me$ri $ntah dae$rah. Pajak rokok masuk dalam kate$gori $ pajak provi $nsi$ 

yang nanti $nya akan me$njadi $ salah satu sumbe$r pe$ndapatan asli $ dae$rah UUPDRD, 

yang me$muat te$ntang pe$ngalokasi $an dana pajak atau e$armarki $ng tax Pe$ngalokasi $an 

 
4 Bapenda Jabar, https://bapenda.jabarprov.go.id/pajak-rokok/, (diakses pada 09 Juni 2024, Pukul 

01.43) 
5 Tambing, Saerang, dan Wokas., Implementasi Pengalokasian Dana Pajak (Earmaking Tax) Dari 

Penerimaan Pajak Rokok Terhadap Kesehatan Masyrakat Di Sulawesi Utara, Jurnal Riset 

Akuntansi Going Concern, 12(1), 2017, hlm.108  

https://bapenda.jabarprov.go.id/pajak-rokok/
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dana pajak atau e$armarki $ng tax adalah pe$ngalokasi $an se$jumlah pe$ne$ri $maan pajak 

untuk me$ndanai $ se$ktor pajak te$rte$ntu se$suai $ de$ngan pajak yang di $pungut. Te$rdapat 

alokasi $ (e$armark) pali $ng se$di $ki$t 50% (pe$rse$n) dari $ hasi $l pe$ne$ri $maan pajak rokok, 

di $gunakan untuk me$ndanai $ pe$layanan ke$se$hatan masyarakat.6 Di $bi $dang ke$se$hatan, 

ke$putusan i $ni $ di $ambi $l se$bagai $ langkah pe$ngi $mbangan antara konsumsi $ rokok 

de$ngan ke$se$hatan masyarakat. 

 

Te$rdapat Ke$bi $jakan baru dalam pe$ngalokasi $an pajak rokok yai $tu se$be$lumnya 

UUPDRD me$njadi $ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 te$ntang Hubungan 

Ke$uangan Antara Pe$me$ri $ntah Pusat dan Pe$me$ri $ntahan dae$rah (UUHKPD). UU No. 

1 Tahun 2022 (UU HKPD) lahi $r me$ngganti $kan UU No. 28 Tahun 2009 

te$ntangPajak Dae$rah dan Re$tri $busi $ Dae$rah. UU HKPD te$rse$but se$cara normati $f 

me$njadi $ dasar be$le$i $d pe$ne$rapan de$se$ntralsasi $ fi $skal di$ I$ndone$si $a. UU i $ni $ 

me$mpe$rtajam pe$laksanaan de$se$ntrali $sasi $ fi $skal me$lalui $ ke$bi $jakan dan pe$ngaturan 

yang baru. Se$lai $n i $tu UU i $ni $ di$harapkan dapat me$re$formasi $ ke$bi $jakan fi $skal dae$rah 

agar le$bi $h mandi $ri $ se$rta opti $mal.7 Se$be$lumnya dalam UU PDRD pajak rokok di$atur 

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf E$ me$nje$laskan te$ntang ke$we$nangan pe$me$ri $ntahan 

provi $nsi $ dalam me$mungut pajak rokok ke$mudi $an dalam Pasal 26 ayat (2) 

me$nje$laskan de$fi $ni $si $ dari $ ke$ti $ga je$ni $s rokok te$rse$but yai $tu ada si $gare$t, ce$rutu, dan 

rokok daun. Se$dangkan dalam UU HKPD pajak rokok di $ je$laskan dalam pasal 1 

angka 54 UU HKPD me$nje$laskan te$ntang de$fi $ni $si $ dari $ pajak rokok adalah pungutan 

atas cukai $ yang di $ pungut ole$h pe$me$ri $ntah lalu pasal 4 ayat (1) huruf F UU HKPD 

me$nje$le$skan te$ntang pe$munguntan pajak rokok me$njadi $ ke$we$nangan pe$me$ri $ntah 

provi $nsi $ untuk me$ngaturnya.  

 

Pe$rbandi $ngan dari $ UU PDRD dan UU HKPD te$rkai $t pajak rokok i $alah dalam 

UU HKPD me$ngatur je$ni $s rokok dalam arti $ yang le$bi $h luas. Se$bab, UU PDRD 

be$lum me$ngakomodasi $ pe$nge$naan pajak rokok te$rhadap be$ntuk rokok lai $nnya 

se$pe$rti $ pada zaman se$karang ada je$ni $s rokok be$rupa rokok e$le$ktri $k yang di $mana 

 
6 Ibid, hlm.109  
7 Jauhar Nasrullah, Optimalisasi Desentra2lisasi Fiskaldi IndonesiaPasca Lahirnya Rezim Undang-

Undang HKPD, Primagraha Law Review, Vol. 1 No. 1, Maret 2023, hlm.39 
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sudah di $atur dalam UU HKPD.8 Se$dangkan subje$k pajak rokok adalah konsume$n 

rokok. Bi $la ada pi $hak yang di $te$tapkan se$bagai $ waji $b pajak rokok adalah pe$ngusaha 

pabri $k rokok atau produse$n dan i $mporti$r rokok yang me$mi $li$ki $ i$zi $n nomor rokok 

pe$ngusaha barang ke$na cukai $ (NPPBKC). Pajak rokok yang sudah di $pungut 

se$lanjutnya akan di $se$torkan ke$ re$ke$ni $ng kas umum dae$rah provi $nsi $ se$cara 

proposi $onal be$rdasarkan jumlah pe$nduduk. Sama se$pe$rti $ se$be$lumnya, pajak rokok 

de$kanan de$ngan tari $f 10% dari $ cukai $ rokok. 

 

 Namun ada ke$ndala yang sangat be$sar dalam ruang li $ngkup rokok di $ 

I$ndone$si $a i $alah pe$njualan rokok i $le$gal yang be$gi $tu be$sar di $ I$ndone$si $a. Di $lansi $r dari $ 

laman CNN I$ndone$si $a pada  tanggal  23  De$se$mbe$r  2020, pe$re$daran  rokok i$le$gal  

rugi $kan  ne$gara me$nye$ntuh  ni $lai $ Rp4,3 tri $li $undanbe$rdasarkan    surve$i $    yang    

di $lakukan    ole$h Uni $ve$rsi $tas  Gajah Mada  di $ke$tahui $  bahwa  pe$re$daran rokok i $le$gal 

di $ I$ndone$si $a me$ncapai $ 4.9% pada tahun 2020.9  Pre$se$ntase$  te$rse$but  me$rupakan  

rokok  i $le$gal yang  be$rhasi $l  di$ti $ndak  ole$h  DJBC.  Surve$i $  te$rse$but be$rtujuan untuk 

me$nge$sti $masi $ pe$rse$ntase$ pe$langgaran  cukai $  rokok  i $le$gal  yangdi $lakukan  ole$h 

i $ndustri $   rokok   se$cara   nasi $onal   dan   me$nghi $tung proporsi $ pe$langgaran cukai $ 

rokok i $le$gal be$rdasarkan ti $pe$ pe$langgarannya. 

 

 pe$ngawasan se$bagai $ me$nde$te$rmi $nasi $ apa yang te$lah di $laksanakan, yakni$ 

me$nge$valuasi $  pre$stasi $  ke$rja  dan bi $la di $anggap pe$rlu,  me$ne$rapkan  ti $dankan-

ti $ndakan kore$kti $f   se$hi $ngga   hasi $l   pe$ke$rjaan   se$suai $   de$ngan re$ncana  yang  te$lah  

di $te$tapkan. Bahwa pe$ngawasan  ti $dak  hanya  me$li $hat  se$suatu  de$ngan se$ksama dan 

me$laporkan hasi $l ke$gi $atan me$ngawasi $, te$tapi $   juga   me$ngandung   arti$   

me$mpe$rbai $ki $   dan me$luruskannya   se$hi $ngga   me$ncapai $   tujuan   yang se$suai $  

de$ngan  apa  yang  di $re$ncanakan. Dari $  ke$dua pe$nge$rti $an di $ atas, dapat di $si $mpulkan    

bahwa pe$ngawasan adalah prose$s ke$gi $atan me$ngawasi $ se$rta me$nge$valuasi $ hasi $l  

 
8 DDTCNews,https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pajak-rokok-dalam-uu-hkpd-1800811, (diakses pada 

09 Juni 2024, Pukul 02.30) 
9 CNN Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201223152318-532-

585716/peredaran-rokok-ilegal-rugikan-negara-rp43-t, (diakses pada 11 Agustus 2024, Pukul 

20.20) 

https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pajak-rokok-dalam-uu-hkpd-1800811
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201223152318-532-585716/peredaran-rokok-ilegal-rugikan-negara-rp43-t
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201223152318-532-585716/peredaran-rokok-ilegal-rugikan-negara-rp43-t
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ke$gi $atan pe$ngawasan agar di $lakukannya ti $ndakan-ti $ndakan kore$kti $f se$hi $ngga 

me$ncapai $ tujuan yang se$suai $ de$ngan re$ncana yang te$lah di $te$tapkan.10 

 

Pe$manfaatan hasi $l pe$ne$ri $maan pajak rokok untuk pe$layanan ke$se$hatan 

masyarakat di $ Lampung dapat me$mbantu me$ni $ngkatkan ke$se$hatan masyarakat, 

te$rutama di $ dae$rah-dae$rah yang kurang be$rke$mbang. De$ngan de$mi $ki $an, pe$rlu 

di $lakukan anali $si $s dan e$valuasi $ te$rhadap pe$manfaatan hasi $l pe$ne$ri $maan pajak rokok 

untuk pe$layanan ke$se$hatan masyarakat di $ Lampung, se$rta i $de$nti $fi $kasi $ faktor-faktor 

yang me$mpe$ngaruhi $ pe$manfaatan te$rse$but te$tapi $ ki $ta ti$dak tahu hasi $l dari $ pajak 

rokok yang ki $ta be$li $ i$ni $ sudah di $ i$mple$me$ntasi $kan de$ngan bai $k atau ti $dak apakah 

de$ngan maraknya pe$rokok di$ Provi $nsi$ Lampung. Pe$ngalokasi $an dana pajak atas 

pajak rokok di $maksudkan untuk me$ndanai $ be$rbagai $ macam sarana dan prasarana 

pe$layanan ke$se$hatan masyarakat. Ji $ka di $ bandi $ngkan de$ngan be$rbagai $ masalah 

ke$se$hatan masyarakat maka fasi $li $tas pe$layanan ke$se$hatan masyarakat dapat 

di $katakan be$lum me$madai $ untuk me$layani $ masyarakat yang me$mbutuhkan 

pe$layanan Ke$se$hatan di $ Provi $nsi$ Lampung 

 

Be$rdasarkan de$ngan kondi $si$ dan data yang sudah di $ paparkan di $atas, pe$nuli $s 

te$rtari $k untuk me$ne$li $ti$ dan me$ngamati $ Pe$manfaatan hasi $l dari $ pajak rokok untuk 

pe$layanan ke$se$hatan masyarakat di $ Provi $nsi $ Lampung dan akan di $tuangkan dalam 

be$ntuk skri $psi $ yang de$ngan judul Pe$manfataan Pe$ne$ri $maan Pajak Rokok Untuk 

Pe$layanan Ke$se$hatan Masyarakat di $ Provi $nsi $ Lampung. 

 

1.2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian 

1.2.1. Rumusan Masalah 

Be$rdasarkan latar be$lakang yang te$lah di $je$laskan di $ atas, maka dapat 

di $rumuskan be$be$rapa masalah yang akan me$njadi $ dasar hal pe$ne$li $ti $an i $ni $, yakni $: 

1. Bagai $mana Pe$manfaatan Hasi $l Pe$ne$ri $maan Pajak Rokok Untuk Pe$layanan 

Ke$se$hatan Masyarakat Provi $nsi $ Lampung? 

 
10 Mohamad Hilman Fi’aunillahdan Masruri Muchta, Sudah Efektifkah Operasi Pasar Peredaran 

Rokok Ilegal, JurnalInfo ArthaVol.5, No.2, (2021), Hlm 119 
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2. Apa faktor pe$ndukung dan faktor pe$nghambat dari $ Pe$manfaatan Hasi $l 

Pe$ne$ri $maan Pajak Rokok Untuk Pe$layanan Ke$se$hatan Masyarakat Provi $nsi $ 

Lampung? 

  

1.2.2. Ruang Lingkup 

 Ruang li $ngkup dalam pe$ne$li $ti $an i $ni $ adalah Hukum Admi $ni$strasi $ Ne$gara 

yang di $batasi $ pada kaji $an me$nge$nai $ Pajak Dae$rah khususnya Pe$manfaatan hasi $l 

pajak rokok untu pe$layanan ke$se$hatan masyarakat. Lokasi $ pe$ne$li $ti $an di $lakukan di $ 

Badan Pe$ndapadatan Dae$rah Provi $nsi $ Lampung (BAPE$NDA), Badan Pe$nge$lola 

Ke$uangan dan Ase$t Dae$rah Provi $nsi $ Lampung (BPKAD), dan Di $nas Ke$se$hatan 

Provi $nsi$ Lampung. Ruang li $ngkup tahun dalam pe$ne$li $ti $an i $ni $ 2022 dan 2023. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Pe$ne$li $ti $an i $ni $ di$lakukan be$rtujuan untuk: 

1. Untuk me$nge$tahui $ bagai $mana pe$manfaatan hasi $l dari $ pajak rokok yang 

di $lakukan ole$h Pe$me$ri $ntah Dae$rah Provi $nsi $ Lampung untuk pe$layanan 

ke$se$hatan pada masyarakat yang ada di $ Provi $nsi $ Lampung. 

2. Untuk me$nge$tahui $ faktor pe$ndukung dan faktor pe$nghambat dari $ 

Pe$manfaatan Hasi $l Pe$ne$ri $maan Pajak Rokok Untuk Pe$layanan Ke$se$hatan 

Masyarakat Provi $nsi $ Lampung 

 

1.4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Pe$ne$li $ti $an i $ni $ me$mi$li $ki $ ke$gunaaan bai $k se$cara te$ori $ti $s maupun prakti $s. 

 

1.4.1. Manfaat dan Kegunaan Penelitian Secara Teoritis 

 Manfaat dan ke$gunaan te$ori $ti $s dari $ pe$ne$li $ti $an i $ni $ di $harapkan dapat 

me$nge$mbangkan bahan kaji $an Hukum Admi $ni $strasi $ Ne$gara dalam ti $njauannya 

te$rhadap pe$mafaatan pajak rokok yang ada di $ Provi $nsi$ Lampung. 

 

1.4.2. Manfaat dan Kegunaan Penelitian Secara Praktis 

 Manfaat dan ke$gunaan prakti $s dari $ pe$ne$li $ti $an i $ni $ dapat me$njadi $ salah satu 

re$fe$re$nsi $ te$rkai $t bagai $mana pe$manfaatan pajak rokok di$ Provi $nsi$ Lampung se$rta 
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dapat me$njadi $ salah satu sumbe$r kaji $an yang dapat di $ke$mbangkan untuk 

pe$ne$li $ti $an be$ri $kutnya. Pe$ne$li $ti $an i $ni$ juga di$harapkan dapat me$njadi $ salah satu 

bahan e$dukasi $ bagi $ masyarakat dan juga me$njadi $ salah satu bahan pe$rti $mbangan 

bagi $ Pe$me$ri $ntah Provi $nsi $ Lampung untuk me$nge$valuasi $ produk hukum yang 

be$rlaku te$rkai $t de$ngan pe$manfaatn pajak rokok dan pe$layanan ke$se$hatan yang 

di $hasi $lkan dari $ pajak rokok untuk Masyrakat dan juga te$rhadap pe$ndapatan asli $ 

dae$rah (PAD) khususnya di $ dae$rah Provi $nsi $ Lampung. 

 



 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kewenangan Pemerintah Daerah 

 

2.1.2 Pengertian Kewenangan  

 

 Ke$we$nangan yang be$rasal dari $ kata dasar we$we$nang di $arti $kan se$bagai $ hak 

dan ke$kuasaan yang di $mi $li$ki $ untuk me$lakukan se$suatu. Ke$we$nangan, yang 

bi $asanya te$rdi $ri $ dari $ be$be$rapa we$we$nang, me$rupakan ke$kuasaan atas golongan 

orang te$rte$ntu atau ke$kuasaan te$rhadap suatu bi $dang pe$me$ri $ntahan.11 ke$we$nangan 

atau we$we$nang me$rupakan bagi $an yang sangat pe$nti $ng dalam Hukum 

Admi $ni $strasi $ Ne$gara, kare$na dalam me$njalankan urusan pe$me$ri $ntahan di $dasarkan 

pada we$we$nang yang di $pe$role$h.12 bahwa me$nurut Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2014 te$ntang Admi $ni$strasi $ Pe$me$ri $ntahan, pe$nge$rti $an ke$we$nangan adalah 

ke$kuasaan Badan dan/atau Pe$jabat Pe$me$ri $ntahan atau pe$nye$le$nggara ne$gara 

lai $nnya untuk be$rti $ndak dalam ranah hukum publi $k. Ke$we$nangan me$nurut H. D. 

Stout dalam Ri $dwan HR, adalah ke$se$luruhan aturan-aturan yang be$rke$naan 

de$ngan pe$role$han dan pe$nggunaan we$we$nang pe$me$ri $ntahan ole$h subye$k hukum 

publi $k di$ dalam hubungan hukum publi$k.13 te$rdapat dua unsur yang te$rkandung 

dalam pe$nge$rti $an konse$p ke$we$nangan yang di $ke$mukakan ole$h H. D. Stout, yai $tu 

adanya aturan-aturan hukum se$rta si$fat hukum. Se$be$lum ke$we$nangan te$rse$but 

di $li$mpahkan ke$pada i $nsti $tusi$ yang akan me$laksanakannya, te$rle$bi $h dahulu harus 

di $te$ntukan dalam pe$raturan pe$rundang-undangan, apapun be$ntuk pe$raturan 

te$rse$but.  

 
11 Prajudi Atmosudirjo, Teori Kewenangan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 6 
12 Yusri Munaf, Hukum Administrasi Negara, (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016), hlm. 52 
13 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 110 
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Me$nurut S. F. Marbun dalam buku Yusri $ Munaf, we$we$nang me$ngandung arti $ 

ke$mampuan untuk me$lakukan suatu ti $ndakan hukum publi $k yang se$cara yuri $di $s 

me$rupakan ke$mampuan be$rti $ndak yang di $be$ri $kan ole$h undang-undang yang 

be$rlaku untuk me$lakukan hubungan-hubungan hukum.14 me$nurut Ate$ng 

Syari $fudi $n, te$rdapat pe$rbe$daan pe$nge$rti $an antara ke$we$nangan de$ngan we$we$nang. 

Ke$we$nangan (authori $ty, ge$zag) adalah apa yang di $be$ri $kan ole$h undang-undang 

yang di $ dalamnya ke$we$nangan i $tu te$rdapat we$we$nang-we$we$nang (re$chtshe$ 

voe$gdhe$de$n), se$dangkan we$we$nang (compe$te$nce$, be$voe$ghe$i $d) hanya me$nge$nai $ 

suatu “onde$rde$e$l” (bagi $an) te$rte$ntu saja dari $ ke$we$nangan. We$we$nang me$rupakan 

li $ngkup ti $ndakan publi $k, li $ngkup we$we$nang pe$me$ri $ntahan, ti $dak hanya me$li $puti$ 

we$we$nang dalam rangka pe$laksanaan tugas, dan me$mbe$ri $kan we$we$nang se$rta 

di $stri $busi$ we$we$nang utamanya di $te$tapkan dalam pe$raturan pe$rundang-

undangan.15 

 

 Be$rdasarkan pe$nge$rti $an yang sudah di $je$laskan se$be$lumnya, ke$we$nangan 

me$rupakan hak atau ke$kuasaan yang di $mi $li $ki $ untuk me$lakukan ti $ndakan hukum 

publi $k yang dapat me$nghasi $lkan hubungan hukum, dan ke$mampuan untuk 

me$lakukan suatu ti $ndakan te$rse$but be$rasal dari $ undang-undang yang be$rlaku. 

 

2.2.2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan 

 

 Asas le$gali $tas me$rupakan pi $lar dan pri $nsi $p utama dalam pe$nye$le$nggaraan 

pe$me$ri $ntahan dalam si $ste$m ne$gara konsti $tusi $onal yang di $ke$nal dalam ne$gara 

hukum. Dalam konte$ks pe$laksanaan ke$we$nangan pe$me$ri $ntahan dae$rah untuk 

me$ngatur dan me$ngurus se$ndi $ri $ urusan pe$me$ri $ntahannya, sumbe$r ke$we$nangan 

me$njadi $ salah satu poi $n pe$nti $ng, me$ngi $ngat pada pri $nsi $pnya dae$rah dalam 

konstruksi $ ne$gara ke$satuan, pe$laksanaan pe$me$ri $ntahan dae$rah ti $dak bole$h 

be$rte$ntangan de$ngan pe$me$ri $ntah pusat. Dalam konte$ks ne$gara hukum, sumbe$r 

ke$we$nangan pe$me$ri $ntahan te$rse$but harus di$dasarkan pada ke$te$ntuan hukum yang 

se$cara konte$kstual be$rasal dari $ pe$raturan pe$rundang-undangan. Se$cara te$ori $, 

 
14 Yusri Munaf, Op. Cit, hlm. 53 
15 Ateng Syarifudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan 

Bertanggung Jawab”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, (2000), hlm. 22 
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we$we$nang yang be$rsumbe$r dari $ pe$raturan pe$rundang-undangan di $pe$role$h me$lalui $ 

ti $ga acara, yai $tu ke$we$nangan yang di $pe$role$h me$lalui $ atri $busi $, ke$we$nangan yang 

di $pe$role$h me$lalui $ de$le$gasi $, dan ke$we$nangan yang di $pe$role$h dari $ mandat.16 

Atri $busi $ me$rupakan ke$we$nangan yang di $be$ri $kan ke$pada suatu organ 

pe$me$ri $ntah atau le$mbaga Ne$gara ole$h suatu badan le$gi $slati $f yang i $nde$pe$nde$n. 

Atri $busi $ di $tunjukkan dalam we$we$nang yang di $mi $li$ki $ ole$h organ pe$me$ri $ntah 

dalam me$njalankan pe$me$ri $ntahannya be$rdasarkan ke$we$nangan yang di $te$tapkan 

ole$h pe$mbuat undang-undang.17 De$le$gasi $ me$rupakan ke$we$nangan yang di $ali $hkan 

dari $ ke$we$nangan atri $busi $ dari $ suatu organ pe$me$ri $ntahan ke$pada organ lai $nnya, 

se$hi $ngga organ yang te$lah me$mbe$ri $ ke$we$nangan dapat me$nguji $ ke$we$nangan 

te$rse$but atas namanya. Pe$mbe$ri $an ke$we$nangan untuk me$ngatur le$bi $h lanjut 

me$nge$nai $ te$kni $s atau pe$laksanaan dari $ undang-undang di $se$but de$ngan pe$mbe$ri $an 

ke$we$nangan de$le$gasi $. Prose$s pe$nde$le$gasi $an ke$we$nangan re$gulasi $ atau le$gi $slasi $ 

i $ni $ di$se$but se$bagai $ pe$nde$le$gasi $an ke$we$nangan le$gi $slati$f atau “le$gi $slati$ve$ 

de$le$gati $on of the$ rule$ maki $ng powe$r”.18 Me$ne$kankan adanya pe$rbe$daan me$ndasar 

antara ke$we$nangan atri $busi $ dan de$le$gasi $. Pada atri $busi $, ke$we$nangan yang ada si $ap 

di $li$mpahkan, te$tapi $ ti $dak de$mi $ki $an pada de$le$gasi $. Be$rkai $tan de$ngan asas le$gali $tas, 

ke$we$nangan ti $dak dapat di $de$le$gasi $kan se$cara be$sar-be$saran, te$tapi $ hanya 

mungki $n di $bawah kondi $si$ bahwa pe$raturan hukum me$ne$ntukan me$nge$nai $ 

ke$mungki $nan de$le$gasi $ te$rse$but.19 

 

Ke$we$nangan atri $busi $ di $gari $skan me$lalui $ pe$mbagi $an ke$kuasaan ne$gara ole$h 

undang-undang dasar, se$dangkan ke$we$nangan de$le$gasi $ dan mandat adalah 

ke$we$nangan yang be$rasal dari $ pe$li $mpahan. Me$nurut Phi $li$pus M. Hadjon dalam 

buku Yusri $ Munaf, te$rdapat pe$rbe$daan antara de$le$gasi $ dan mandat. Dalam 

de$le$gasi $, prose$dur pe$li $mpahannya be$rasal dari $ suatu organ pe$me$ri $ntahan ke$pada 

organ pe$me$ri $ntahan yang lai $nnya de$ngan pe$raturan pe$rundang-undangan, de$ngan 

tanggung jawab dan tanggung gugat be$rali $h ke$ de$le$gatari $s. Pe$mbe$ri $ de$le$gasi $ ti$dak 

dapat me$nggunakan we$we$nang i $tu lagi $, ke$cuali $ se$te$lah ada pe$ncabutan de$ngan 

 
16 Ridwan HR, Op. Cit, hlm. 101 
17 Agus Abikusna, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah”, Sosfilkom, Vol. XIII, No. 01, (2019), hlm. 10-11. 
18 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 148. 
19 Agus Abikusna, Op Cit, hlm. 12. 
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be$rpe$gang pada asas contrari $us actus, yai $tu asas yang me$nyatakan bahwa Badan 

atau Pe$jabat Tata Usaha Ne$gara (TUN) yang me$ne$rbi $tkan Ke$putusan TUN de$ngan 

se$ndi $ri $nya juga be$rwe$nang untuk me$mbatalkannya. Dalam hal mandat, prose$dur 

pe$li $mpahan dalam rangka hubungan atasan-bawahan yang be$rsi $fat ruti $n. Adapun 

tanggung jawab dan tanggung gugat te$tap pada pe$mbe$ri $ mandat. Se$ti $ap saat, 

pe$mbe$ri $ mandat dapat me$nggunakan se$ndi $ri $ we$we$nang yang di $li $mpahkan i $tu.20 

Mandat pada umumnya di $be$ri $kan antara atasan dan bawahan dalam suatu jabatan 

atau suatu pe$li $mpahan we$we$nang ke$pada bawahan. Pada mandat, tanggung jawab 

ti $dak be$rpi $ndah ke$pada mandatari $s (pe$ne$ri $ma mandat), me$lai $nkan te$tap be$rada di $ 

tangan pe$ne$ri $ma mandat. De$ngan de$mi $ki $an, se$mua aki $bat hukum yang 

di $ti$mbulkan ole$h adanya ke$putusan yang di $ke$luarkan ole$h pe$ne$ri $ma mandat 

adalah tanggung jawab pe$mbe$ri $ mandat.21 

 

2.2.  Pajak Daerah 

 

2.2.1. Pengertian Pajak Daerah 

 

 Pajak dae$rah adalah pajak yang di $pungut ole$h Pe$me$ri $ntah Dae$rah dan 

di $be$dakan me$njadi $ Pajak Dae$rah Pe$me$ri $ntah Provi $nsi$ dan Pajak Dae$rah 

Pe$me$ri $ntah Kabupate$n/Kota.22 Pajak dae$rah adalah i $uran waji $b yang di $lakukan 

ole$h dae$rah ke$pada orang pri $badi $ atau badan ke$pada dae$rah tanpa i $mbalan 

langsung yang se$i $mbang, yang dapat di $paksakan be$rdasarkan pe$raturan 

pe$rundang-undangan yang be$rlaku, yang di $gunakan untuk me$mbi $ayai $ 

pe$nye$le$nggaraan pe$me$ri $ntahan dae$rah dan pe$mbangunan dae$rah.23 Pajak dae$rah 

se$bagai $ pungutan yang di $lakukan ole$h pe$me$ri $ntah dae$rah yang hasi $lnya 

 
20 Yusri Munaf, Op.Cit, hlm. 53 
21 Ibid, hlm. 13. 
22 Abdul Kadir, “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Perspektif Otonomi di Indonesia”, 

(Medan: 2009), hlm. 30. 
23 Marihot P. Siahaan, “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2005), hlm. 8. 
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di $gunakan untuk pe$nge$luaran umum yang balas jasanya ti $dak langsung di$be$ri $kan 

se$dang pe$laksanaannya dapat di $paksakan.24 

 

 Pe$me$ri $ntah Dae$rah de$ngan Pe$raturan Dae$rah (Pe$rda), yang we$we$nang 

pe$mungutannya di $laksanakan ole$h Pe$me$ri $ntah Dae$rah dan hasi $lnya di $gunakan 

untuk me$mbi$ayai $ pe$nge$luaran Pe$me$ri $ntah Dae$rah dalam me$laksanakan 

pe$nye$le$nggaraan pe$me$ri $ntahan dan pe$mbangunan di $ dae$rah. Pe$me$ri $ntah Provi $nsi$ 

dan Pe$me$ri $ntah Kabupate$n/Kota di $be$ri $ ke$we$nangan otonomi$ dae$rah se$hi $ngga 

pajak dae$rah te$rbagi $ atas Pajak Provi $nsi $ dan Pajak Kabupate$n/Kota.25 Se$cara 

umum, kri $te$ri $a yang harus di $pe$nuhi $ suatu Pajak Dae$rah adalah:26 

1. Be$rsi $fat pajak dan bukan re$tri $busi $ 

2. Obye$k pajak te$rle$tak atau te$rdapat di $ wi $layah dae$rah Kabupate$n/Kota yang 

be$rsangkutan dan me$mpunyai $ mobi $li$tas cukup re$ndah se$rta hanya me$layani $ 

masyarakat di $ wi $layah dae$rah Kabupate$n/Kota yang be$rsangkutan. 

3. Obye$k dan dasar pe$nge$naan pajak ti $dak be$rte$ntangan de$ngan ke$pe$nti $ngan 

umum. 

4. Pote$nsi $nya me$madai $, hasi $l pe$ne$ri $maan pajak harus le$bi $h be$sar dari $ bi $aya 

pe$mungutan. 

5. Ti$dak me$mbe$ri $kan dampak e$konomi $ yang ne$gati $f. Pajak ti $dak me$ngganggu 

alokasi $ sumbe$r-sumbe$r e$konomi $ dan ti $dak me$ri $ntangi $ arus sumbe$r daya 

e$konomi $ antar dae$rah maupun ke$gi $atan e$kspor-i $mpor.  

6. Me$mpe$rhati $kan aspe$k ke$adi $lan dan ke$mampuan masyarakat. 

7. Me$njaga ke$le$stari $an li $ngkungan, yang be$rarti $ bahwa pe$nge$naan pajak ti $dak 

me$mbe$ri $kan pe$luang ke$pada pe$me$ri $ntah dae$rah atau pe$me$ri $ntah atau 

masyarakat luas untuk me$rusak li $ngkungan. 

 

Dalam si $ste$m pe$rpajakan se$cara i $nte$gral-me$nye$luruh, fi $skus harus e$fi $si $e$n 

dalam pe$laksanaan pe$raturan pe$rundang-undangan pe$rpajakan, yai $tu ti $dak 

me$nyuli $tkan pe$me$ri $ntah dalam me$lakukan pe$mungutan pajak dan bagi $ waji $b 

 
24 Imanuella Biangla’bi’, “Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Toraja Utara”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, 2017, 

hlm.20 
25 Marihot P. Siahaan, 2005, Op.Cit, hlm. 10. 
26 Marlia Eka Putri, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, Bandar Lampung , 2013 hlm. 12 
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pajak te$rdapat ke$mudahan dalam me$lakukan ke$waji $bannya, ke$mudahan i $tu 

di $ke$mukan ole$h Fri $tz Ne$umark yai $tu e$ase$ of admi $ni $strati$on and compli $ance$ yang 

te$rbagi $ me$njadi $ e$mpat pe$rsyaratan se$bagai $ be$ri $kut: 

1. The$ re$qui $re$me$nt of clari $ty, yai $tu dalam prose$s pe$mungutan pajak te$rdapat 

ke$je$lasan, antara lai $n me$nyangkut ke$je$lasan me$nge$nai $ subje$k, obje$k, tari $f, 

kapan harus di $ bayar, di $mana harus di $ bayar, hak-hak waji $b pajak, sanksi $ 

hukum bagi $ waji $b pajak maupun bagi $ pe$jabat pajak. 

2. The$ re$qui $re$me$nt of conti $nui $ty, yai $tu me$nyangkut pe$rlunya ke$si $nambungan 

ke$bi $jaksanaan, kare$na pe$raturan pe$rundang-undangan ke$mungki $nan dapat 

be$rubah. 

3. The$ re$qui $re$me$nt of e$conomy, yai $tu me$nghe$ndaki $ agar organi $sasi $ dan 

admi $ni $strasi $ pajak (fi $skus) di $laksanakan se$-e$fi $si $e$n mungki $n. 

4. The$ re$qui $re$me$nt of conve$ni $e$nce$, yai $tu me$nghe$ndaki $ supaya dalam 

me$laksanakan ke$waji $ban pe$rpajakan waji $b pajak me$rasa se$nang, arti $nya ti $dak 

me$rasa te$rte$kan atas ke$waji $ban me$mbayar pajaknya. 

 

2.2.2. Jenis-jenis Pajak Daerah 

Je$ni $s pajak dae$rah me$nurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 te$ntang 

Pajak Dae$rah dan Re$tri $busi $ Dae$rah, se$bagai $ be$ri $kut:27 

1. Je$ni $s Pajak Kabupate$n Kota 

a. Pajak Hote$l 

Pajak Hote$l adalah pajak atas pe$layanan yang di $se$di $akan ole$h hote$l. Hote$l 

adalah fasi $li $tas pe$nye$di $a jasa pe$ngi $napan/pe$ri $sti $rahatan te$rmasuk jasa 

te$rkai $t lai $nnya de$ngan di $pungut bayaran, yang me$ncakup juga mote$l, 

losme$n, gubuk pari $wi $sata, wi $sma pari $wi $sata, pe$sanggrahan, rumah 

pe$ngi $napan dan se$je$ni $snya. 

 

b. Pajak Re$storan  

Pajak Re$storan adalah pajak atas pe$layanan yang di $se$di $akan ole$h re$storan. 

Re$storan adalah fasi $li $tas pe$nye$di $a makanan dan/atau mi $numan de$ngan 

di $pungut bayaran, yang me$ncakup juga rumah makan, kafe$tari $a, kanti $n, 

 
27 Ibid, hlm.4 
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warung, bar, dan se$je$ni $snya te$rmasuk jasa boga/kate$ri $ng. Tari $f Pajak 

Re$storan di $te$tapkan pali $ng ti $nggi$ se$be$sar 10%. 

 

c. Pajak Hi $buran  

Pajak Hi $buran adalah pajak atas pe$nye$le$nggaraan hi $buran. Hi $buran adalah 

se$mua je$ni $s tontonan, pe$rtunjukan, pe$rmai $nan, dan/atau ke$ramai $an yang 

di $ni $kmati$ de$ngan di $pungut bayaran.  

 

d. Pajak Re$klame$  

Pajak Re$klame$ adalah pajak atas pe$nye$le$nggaraan re$klame$. Re$klame$ 

adalah be$nda, alat, pe$rbuatan, atau me$di $a yang be$ntuk dan corak ragamnya 

di $rancang untuk tujuan kome$rsi $al me$mpe$rke$nalkan, me$nganjurkan, 

me$mpromosi $kan, atau untuk me$nari $k pe$rhati $an umum te$rhadap barang, 

jasa, orang, atau badan, yang dapat di $li $hat, di $baca, di $de$ngar, di $rasakan, 

dan/atau di $ni $kmati $ ole$h umum. Tari $f Pajak Re$klame$ di $te$tapkan pali $ng 

ti $nggi$ se$be$sar 25%. 

 

e. Pajak Pe$ne$rangan Jalan  

Pajak Pe$ne$rangan Jalan adalah pajak atas pe$nggunaan te$naga li $stri $k, bai $k 

yang di $hasi $lkan se$ndi $ri $ maupun di $pe$role$h dari $ sumbe$r lai $n. Tari $f Pajak 

Pe$ne$rangan Jalan di $te$tap2kan pali $ng ti$nggi $ se$be$sar 10% (se$puluh pe$rse$n). 

Pe$nggunaan te$naga li $stri $k dari $ sumbe$r lai $n ole$h i $ndustri $, pe$rtambangan 

mi $nyak bumi $ dan gas alam, tari $f Pajak Pe$ne$rangan Jalan di $te$tapkan pali $ng 

ti $nggi$ se$be$sar 3% (ti $ga pe$rse$n). Pe$nggunaan te$naga li $stri $k yang di $hasi $lkan 

se$ndi $ri $, tari $f Pajak Pe$ne$rangan Jalan di $te$tapkan pali $ng ti $nggi$ se$be$sar 

1,5%. 

 

f. Pajak Mi $ne$ral Bukan Logam dan Batuan 

Pajak Mi $ne$ral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas ke$gi $atan 

pe$ngambi $lan mi $ne$ral bukan logam dan batuan, bai $k dari $ sumbe$r alam di$ 

dalam dan/atau pe$rmukaan bumi $ untuk di $manfaatkan. Mi $ne$ral Bukan 

Logam dan Batuan adalah mi $ne$ral bukan logam dan batuan se$bagai $mana 
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di $maksud di$ dalam pe$raturan pe$rundang-undangan di$ bi $dang mi$ne$ral dan 

batubara. Tari $f Pajak Mi $ne$ral Bukan Logam dan Batuan di $te$tapkan pali $ng 

ti $nggi$ se$be$sar 25%. 

 

g. Pajak Parki $r 

Pajak Parki $r adalah pajak atas pe$nye$le$nggaraan te$mpat parki $r di $ luar badan 

jalan, bai $k yang di$se$di $akan be$rkai $tan de$ngan pokok usaha maupun yang 

di $se$di $akan se$bagai $ suatu usaha, te$rmasuk pe$nye$di $aan te$mpat pe$ni $ti $pan 

ke$ndaraan be$rmotor. Parki $r adalah ke$adaan ti $dak be$rge$rak suatu ke$ndaraan 

yang ti $dak be$rsi $fat se$me$ntara. Tari $f Pajak Parki $r di $te$tapkan pali $ng ti $nggi$ 

se$be$sar 30%. 

 

h. Pajak Ai $r Tanah  

Pajak Ai $r Tanah adalah pajak atas pe$ngambi $lan dan/atau pe$manfaatan ai $r 

tanah. Ai $r Tanah adalah ai $r yang te$rdapat dalam lapi $san tanah atau batuan 

di $ bawah pe$rmukaan tanah. Tari $f Pajak Ai $r Tanah di $te$tapkan pali $ng ti$nggi $ 

se$be$sar 20%. 

 

i. Pajak Sarang Burung Wale$t 

Pajak Sarang Burung Wale$t adalah pajak atas ke$gi $atan pe$ngambi $lan 

dan/atau pe$ngusahaan sarang burung wale$t. Burung wale$t adalah satwa 

yang te$rmasuk marga collocali $a, yai $tu collocali$a fuchli $ap haga, collocali$a 

maxi $na, collocali $a e$sculanta, dan collocali $a li $nchi $. Tari $f Pajak Sarang 

Burung Wale$t di $te$tapkan pali $ng ti $nggi$ se$be$sar 10%. 

 

j. Pajak Bumi$ dan Bangunan Pe$rde$saan dan Pe$rkotaan 

Pajak Bumi$ dan Bangunan Pe$rde$saan dan Pe$rkotaan adalah pajak atas 

bumi $ dan/atau bangunan yang di$mi $li $ki$, di $kuasai $, dan/atau di $manfaatkan 

ole$h orang pri $badi $ atau Badan, ke$cuali $ kawasan yang di $gunakan untuk 

ke$gi $atan usaha pe$rke$bunan, pe$rhutanan, dan pe$rtambangan. 

 

k. Be$a Pe$role$han Hak atas Tanah dan Bangunan 
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Be$a Pe$role$han Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas pe$role$han 

hak atas tanah dan/atau bangunan. Pe$role$han Hak atas Tanah dan/atau 

Bangunan adalah pe$rbuatan atau pe$ri $sti $wa hukum yang me$ngaki $batkan 

di $pe$role$hnya hak atas tanah dan/atau bangunan ole$h orang pri $badi $ atau 

Badan. Tari $f Be$a Pe$role$han Hak atas Tanah dan Bangunan di $te$tapkan 

pali $ng ti $nggi$ se$be$sar 5% 

 

2. Je$ni $s Pajak Provi $nsi $ 

 

a. Pajak Ke$ndaraan Be$rmotor  

Pajak Ke$ndaraan Be$rmotor adalah pajak atas ke$pe$mi $li $kan dan/atau 

pe$nguasaan ke$ndaraan be$rmotor. Ke$ndaraan be$rmotor adalah se$mua 

ke$ndaraan be$roda be$se$rta gande$ngannya yang di $gunakan di $ se$mua je$ni $s 

jalan darat, dan di $ge$rakkan ole$h pe$ralatan te$kni $k be$rupa motor atau 

pe$ralatan lai $nnya yang be$rfungsi $ untuk me$ngubah suatu sumbe$r daya 

e$ne$rgi $ te$rte$ntu me$njadi $ te$naga ge$rak ke$ndaraan be$rmotor yang 

be$rsangkutan, te$rmasuk alat-alat be$rat dan alat-alat be$sar yang dalam 

ope$rasi $nya me$nggunakan roda dan motor dan ti$dak me$le$kat se$cara 

pe$rmane$n se$rta ke$ndaraan be$rmotor yang di $ope$rasi $kan di $ ai $r. 

 

b. Be$a Bali $k Nama Ke$ndaraan Be$rmotor  

Be$a Bali $k Nama Ke$ndaraan Be$rmotor adalah pajak atas pe$nye$rahan hak 

mi $li$k ke$ndaraan be$rmotor se$bagai $ aki $bat pe$rjanji $an dua pi $hak atau 

pe$rbuatan se$pi $hak atau ke$adaan yang te$rjadi $ kare$na jual be$li $, tukar 

me$nukar, hi $bah, wari $san, atau pe$masukan ke$ dalam badan usaha. 

 

c. Pajak Bahan Bakar Ke$ndaraan Be$rmotor 

Pajak Bahan Bakar Ke$ndaraan Be$rmotor adalah pajak atas pe$nggunaan 

bahan bakar ke$ndaraan be$rmotor. Bahan bakar ke$ndaraan be$rmotor adalah 

se$mua je$ni $s bahan bakar cai $r atau gas yang di $gunakan untuk ke$ndaraan 

be$rmotor. 
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d. Pajak Ai $r Pe$rmukaan 

Pajak Ai $r Pe$rmukaan adalah pajak atas pe$ngambi $lan dan/atau pe$manfaatan 

ai $r pe$rmukaan. Ai $r pe$rmukaan adalah se$mua ai $r yang te$rdapat pada 

pe$rmukaan tanah, ti $dak te$rmasuk ai $r laut, bai $k yang be$rada di $ laut maupun 

di $ darat. Tari $f Pajak Ai $r Pe$rmukaan di $te$tapkan pali $ng ti$nggi $ se$be$sar 10%. 

 

e. Pajak Rokok  

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai $ rokok yang di $pungut ole$h 

Pe$me$ri $ntah. Tari $f Pajak Rokok di $te$tapkan se$be$sar 10% (se$puluh pe$rse$n) 

dari $ cukai $ rokok. Pajak Rokok di$ke$nakan atas cukai $ rokok yang di$te$tapkan 

ole$h Pe$me$ri $ntah. 

 

2.2.3. Regulasi Pemungutan Pajak Daerah 

  

Se$gala Pajak Untuk Ke$pe$rluan Ne$gara Be$rdasarkan Undang-Undang. Dasar 

hukum pe$mungutan pajak dae$rah dan re$tri $busi $ dae$rah adalah Undang-Undang No. 

34 Tahun 2000 Te$ntang Pajak Dae$rah Dan Re$tri $busi $ Dae$rah se$bagai $mana te$lah di $ 

ubah de$ngan Undang-Undang No.28 Tahun 2009, dan juga pe$rubahan te$rakhi $r 

de$ngan Undang-Undang No.1 Tahun 2022 Te$ntang Hubungan Ke$uangan Antara 

Pe$me$ri $ntahan Pusat dan Pe$me$ri $ntahan Dae$rah.28 

  

Se$dangkan pe$mungutan pajak me$nurut Adam Smi $th dalam bukunya yang 

be$rjudul The$ We$alth of Nati$ons me$lancarkan ajarannya se$bagai $ asas pe$mungutan 

pajak yang di $namai $nya “The$ Four Maxi $ms” de$ngan urai $annya se$bagai $ be$ri $kut29: 

 

1) E$quali $ty and E$qui $ty (Ke$adi $lan/Ke$amanan) 

 
28 Indriana Luisa Lohonauman, Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Sitaro, Jurnal EMBA, Vol. 4 No. 1 (2016), Hlm. 

174 
29 Bangkit Cahyono, Asas Pemungutan Dalam Pajak Penghasilan Transaksi Saham di Bursa, Jurnal 

Pajak dan Bisnis, Vol.2 No.2 (2021), Hlm. 77 
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Asas i $ni $ me$ngharuskan ne$gara me$nye$suai $kan de$ngan ke$mampuan dan 

pe$nghasi $lan warga ne$garanya ke$ti $ka i $ngi $n me$lakukan pe$mungutan pajak.30 

De$ngan i $ni $ ne$gara ti $dak di $pe$rke$nankan be$rti $ndak de$skri $mi $nati $f atau 

se$e$naknya se$ndi $ri $ dalam me$lakukan pe$mungutan pajak bagi $ waji $b pajak 

(orang yang waji $b me$mbayar pajak).31 Ke$adi $lan di $ si $ni$ ti $dak be$rarti $ se$mua 

pi $hak me$mbayar pajak yang sama namun harus se$suai $ de$ngan yang me$re$ka 

mi $li$ki $, mi$salnya ke$ti $ka waji $b pajak te$rse$but ke$mampuannya le$bi $h dan harta 

yang di $mi $li $ki$ banyak, otomati $s pajaknya juga ti $nggi $, be$rbe$da de$ngan waji $b 

pajak yang me$mi $li $ki $ ke$mampuan re$ndah atau standart, otomati $s pajak yang 

di $ke$nakan padanya juga standart. I$ni $lah yang di $se$but de$ngan adi $l dalam 

asas pe$mungutan pajak i $ni $.32 

 

2) Ce$rtai $ny (Ke$pasti $an Hukum) 

Pe$mungutan pajak harus ada aturan dan dasar yang je$las de$ngan sanksi $ 

hukum yang te$gas, hal i $ni $ di $maksudkan agar pe$mungutan pajak te$tap dalam 

kori $dor yang be$nar dan ti $dak ada pe$nye$le$we$ngan. Pe$ne$tapan pajak harus 

transparan dan se$sui $ de$ngan hukum yang be$rlaku yai $tu be$rupa undang-

undang yang be$rlaku di $ se$ti $ap ne$gara. De$ngan be$gi $tu waji $b pajak yang ti $dak 

be$rse$di $a atau te$lat me$mbayar pajak maka akan di $ke$nakan sanksi $ atau 

hukuman be$rupa admi $ni $strasi $ maupun pi $dana.33 

 

3) Conve$ni $e$nce$ of Payme$nt (Saat Pali $ng Te$pat) 

Pe$mungutan pajak harus di $laksanakan pada waktu yang te$pat, di $mana waji $b 

pajak ti $dak ke$be$ratan atau ke$suli$tan saat me$mbayar tanggungan pajaknya. 

Te$pat waktu di $si $ni $ di $arti $kan pe$mungutan pajak di $laksanakan pada waktu 

 
30 S Rachman, Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Paket 

Pada PT Pos Indonesia (Persero) Makassar 90000, Amnesty; Jurnal Riset Perpajakan Vol. 3 No (2), 

Hlm. 208  
31 AT Astaman & AF Maskan, Penerapan Good Governance Terhadap Pelayanan BEA perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur, Jurnal Imiah 

Sosial, Hukum, dan Budaya, Vol.21 No.1 (2020), Hlm. 85 
32 IDP Wijana, The Courtesy call: Study on Politeness of Fiction Characters, International Journal 

of Humanity Studies (IJHS), Vol. 3 No. (2), 2020, Hlm. 198 
33 DH Setiawan, Analisis Kebijakan Relaksasi Pajak Pemprov DkI Jakarta Atas Dampak Pandemi 

Covid-19 Dari Perspektif Asas The For Maxim, Jurnal Kajian Hukum, Vol. 5 No. (1), 2020, Hlm. 

10 
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i $tu, waktu di$mana waji $b pajak me$ndapat gaji $an ataupun me$ndapat hadi $ah 

Hal i $ni $ di $maksudkan agar pajak ti $dak me$mbe$ratkan para waji $b pajak.34 Bi $sa 

ki $ta bayangkan ke$ti $ka waji $b pajak te$lah me$mbe$lanjakan harta yang 

di $mi$li $ki $nya dan ke$ti $ka i $tu di $pungut pajak, maka me$re$ka akan me$rasa 

ke$be$ratan. 

 

4) Pe$laksanaan pe$mungutan pajak harus di $lakukan se$cara se$e$fi $si $e$n mungki $n. 

Kare$na pada dasarnya pe$ndapatan dari $ pe$mungutan pajak di $gunakan untuk 

bi $aya ope$rasi $onal suatu ne$gara. Hal i $ni $ me$nunjukkan bahwa pe$mungutan 

pajak me$mang harus te$pat dan be$nar agar tujuan dari $ pe$mungutan pajak bi $sa 

te$rcapai $.35 Untuk le$bi $h je$lasnya arti $ dari $ e$fi $si $e$nsi $ dalam pe$mungutan pajak 

adalah bi $aya yang di $dapat dari $ pe$mungutan pajak le$bi $h be$sar dari $pada bi $aya 

pe$laksanaan pe$mungutan pajak.36 

 

2.3. Pajak Rokok 

 

2.3.1. Latar Belakang Pajak Rokok 

 

 Pajak rokok di $atur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 26 

sampai $ de$ngan Pasal 31. Di $mana pajak rokok me$rupakan pungutan atas cukai $ 

rokok yang di $pungut ole$h i $nstansi$ pe$me$ri $ntah yang be$rwe$nang me$mungut cukai $ 

be$rsamaan de$ngan pe$mungutan cukai $ rokok. Pajak rokok yang di $pungut ole$h 

i $nstansi $ pe$me$ri $ntah di $se$tor ke$ re$ke$ni $ng kas umum provi $nsi$ se$cara proporsi $onal 

be$rdasarkan jumlah pe$nduduk.37 Be$rdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU No. 28 Tahun 

2009, rokok me$li$puti $: ci $gare$t, ce$rutu, dan rokok daun. Si$gare$t adalah hasi $l 

te$mbakau yang di $buat dari $ te$mbakau rajangan yang di $balut de$ngan ke$rtas de$ngan 

cara di $li $nti $ng, untuk di $pakai $, tanpa me$ngi $ndahkan bahan pe$ngganti $ atau bahan 

pe$mbantu yang di $gunakan dalam pe$mbuatannya. Si $gare$t te$rdi $ri $ atas si $gare$t 

 
34 AT Astaman & AF Maskan, Op. Cit, Hlm. 87 
35 Ibid, Hlm. 90 
36 S Rachman, Op. Cit, Hlm. 210 
37 Indra Alam Muzzaki, Pajak Rokok, http://indrangali.blogspot.co.id/2016/05/pajak-rokok.html 

Diakses pada tanggal 18 Mei 2024 Pukul 23.53 
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kre$te$k, si $gare$t puti $h, dan si$gare$t ke$le$mbak ke$me$nyan. Si $gare$t kre$te$k adalah 

si $gare$t yang dalam pe$mbuatannya di $campur de$ngan ce$ngki $h, atau bagi $annya bai $k 

asli $ maupun ti $ruan tanpa me$mpe$rhati $kan jumlahnya. Si $gare$t puti $h adalah si $gare$t 

yang dalam pe$mbuatannya tanpa di $campuri $ de$ngan ce$ngki $h, ke$le$mbak, atau 

ke$me$nyan. Si $gare$t ke$le$mbak ke$me$nyan adalah si $gare$t yang dalam pe$mbuatannya 

di $campur de$ngan ke$le$mbak dan/atau ke$me$nyan asli $ maupun ti$ruan tanpa 

me$mpe$rhati $kan jumlahnya. 

 

Ce$rutu adalah produk te$mbakau yang di $buat dari $ le$mbaran-le$mbaran daun 

te$mbakau yang di $i $ri $s atau ti$dak, de$ngan cara di $gulung me$nggunakan daun 

te$mbakau, untuk di $gunakan tanpa me$mpe$duli $kan bahan pe$ngganti $ atau tambahan 

yang di $gunakan dalam pe$mbuatannya. Rokok daun adalah produk te$mbakau yang 

di $olah me$nggunakan daun ni$pah, daun jagung (kolont), atau se$je$ni $snya, de$ngan 

cara di $li $nti $ng, untuk di$gunakan tanpa me$mpe$duli $kan bahan pe$ngganti $. Pajak 

Rokok adalah pungutan yang di$ke$nakan atas cukai $ rokok dan di$pungut ole$h 

i $nstansi $ pe$me$ri $ntah yang be$rwe$nang be$rsamaan de$ngan pe$mungutan cukai $ rokok. 

Pajak Rokok yang di $pungut ole$h i $nstansi $ pe$me$ri $ntah ke$mudi $an akan di $se$torkan 

ke$ re$ke$ni $ng kas umum provi $nsi $ se$cara proporsi $onal be$rdasarkan jumlah produk. 

 

Me$nurut UU Nomor 28 Tahun 2009, pe$mungutan pajak i $ni $ di $lakukan ole$h 

Be$a dan Cukai $. Ole$h kare$na i $tu, Di $re$ktorat Je$nde$ral Be$a Cukai $ se$dang 

me$nyi $apkan me$kani $sme$ agar prose$s pe$mungutan Pajak Rokok dapat be$rjalan 

lancar ke$ti $ka di $te$rapkan. Di $re$ktorat Je$nde$ral Be$a Cukai $ se$dang me$rancang tata 

cara dan me$kani $sme$ pe$mungutan Pajak Rokok. Salah satu alte$rnati $fnya adalah 

Pajak Rokok di $pungut be$rsamaan de$ngan pe$mungutan cukai $. Jadi $, ke$ti $ka 

produse$n rokok me$mbayar se$toran cukai $ rokok, me$re$ka juga akan me$mbayar 

Pajak Rokok se$be$sar 10% dari $ se$toran cukai $ yang di $bayarkan. 

 

Tujuan utama pe$ne$rapan pajak rokok adalah untuk me$li $ndungi$ masyarakat 

dari $ bahaya rokok. Pe$ne$rapan pajak i $ni $ se$be$sar 10 pe$rse$n dari $ ni $lai $ cukai $ juga 

be$rtujuan untuk me$mbe$ri $kan opti $mali$sasi $ pe$layanan pe$me$ri $ntah dae$rah dalam 

me$njaga ke$se$hatan masyarakat. Pajak Rokok ti $dak dapat di $anggap se$bagai $ pajak 
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be$rganda atau double$ taxati $on. Ji $ka di $li $hat dari $ dasar pe$nghi $tungannya, Pajak 

Rokok be$rbe$da de$ngan Cukai $ Rokok. Dasar pe$mungutan Pajak Rokok di $ke$nakan 

atas be$saran cukai $, se$me$ntara dasar pe$mungutan cukai $ adalah te$rhadap produk 

rokok. Pajak be$rganda baru akan te$rjadi $ ji $ka Pajak Rokok di$ke$nakan te$rhadap 

produk rokok. 

 

Se$lai $n i $tu, ji$ka di $li $hat dari $ alokasi $ pe$ne$ri $maan, te$rdapat pe$rbe$daan antara 

Pajak Rokok dan Cukai$ Rokok. Pajak Rokok di$pungut ole$h Pe$me$ri $ntah dae$rah 

dan se$pe$nuhnya masuk ke$ kas Pe$me$ri $ntah dae$rah. Se$me$ntara cukai $ rokok yang 

di $te$rapkan se$lama i $ni $, adalah pajak yang pe$runtukannya untuk Pe$me$ri $ntah Pusat. 

De$ngan de$mi $ki $an, dapat di $si$mpulkan bahwa Pajak Rokok me$mi $li $ki $ fungsi $ yang 

je$las dalam me$ndukung upaya pe$rli $ndungan masyarakat dari $ bahaya rokok se$rta 

opti $mali$sasi $ pe$layanan ke$se$hatan masyarakat ole$h pe$me$ri $ntah dae$rah. 

 

Masa Pajak Rokok adalah jangka waktu se$lama 3 (ti $ga) bulan kale$nde$r atau 

se$suai $ ke$te$ntuan yang di $te$tapkan pe$me$ri $ntah. Subje$k Pajak Rokok adalah 

konsume$n, se$me$ntara obje$knya adalah konsumsi $ rokok. Waji $b pajak dalam 

pe$mungutan Pajak Rokok adalah pe$ngusaha pabri $k rokok/produse$n dan i $mporti $r 

rokok yang me$mi $li$ki $ i $zi $n be$rupa Nomor Pokok Pe$ngusaha Barang Ke$na Cukai $. 

Se$suai $ ke$te$ntuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pajak rokok dapat di $pungut 

se$te$lah Dae$rah me$ne$rbi $tkan Pe$rda me$nge$nai $ Pajak Rokok. Ada be$be$rapa hal yang 

me$latarbe$lakangi $ adanya ke$bi $jakan Pajak Rokok, yai $tu:38 

 

1. Tujuan utama pe$ne$rapan Pajak Rokok adalah untuk me$li $ndungi $ masyarakat 

te$rhadap bahaya rokok. Pe$ne$rapan Pajak Rokok se$be$sar 10 pe$rse$n dari $ ni $lai $ 

cukai $ juga di $maksudkan untuk me$mbe$ri $kan opti $mali$sasi $ pe$layanan 

pe$me$ri $ntah dae$rah dalam me$njaga ke$se$hatan masyarakat. Se$pe$rti $ di $ke$tahui $ 

bahwa rokok, me$mbawa dampak ke$se$hatan yang ti $dak bai $k bagi $ pe$rokok 

i $tu se$ndi $ri $ maupun orang lai $n. Pe$me$ri $ntah dae$rah be$rke$waji $ban untuk 

me$njaga ke$se$hatan masyarakat. Se$lai $n i $tu pe$mda juga harus me$lakukan 

 
38 Ibid 
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pe$ngawasan te$rhadap rokok di $ dae$rah masi $ng-masi $ng te$rmasuk rokok 

i $le$gal. De$ngan Pajak Rokok maka ke$waji $ban pe$me$ri $ntah untuk 

me$ngopti $malkan ke$se$hatan masyarakat bi $sa me$njadi $ le$bi $h bai $k.  

 

2. Pe$rlunya pe$ne$rapan pajak yang le$bi $h adi $l ke$pada se$luruh dae$rah, agar 

se$luruh dae$rah me$mpunyai $ sumbe$r dana yang me$madai $ untuk 

me$nge$ndali $kan dan me$ngatasi $ dampak ne$gati $f rokok, kare$na se$be$lumnya 

dae$rah yang me$ndapatkan Dana Bagi $ Hasi $l Cukai $ Hasi $l Te$mbakau (yang 

se$bagi $an dananya dapat di $gunakan untuk me$nge$ndali $kan/me$ngatasi $ 

dampak ne$gati $f rokok) hanya dae$rah pe$nghasi $l rokok dan pe$nghasi $l 

te$mbakau; 

 

3. Pe$rlunya pe$ni $ngkatan local taxi $ng powe$r guna me$ni $ngkatkan ke$mampuan 

dae$rah dalam me$nye$di $akan pe$layanan publi $k, khususnya pe$layanan 

ke$se$hatan; 

 

4. Pe$rlunya pe$ne$rapan pi $ggy back taxe$s, atau tambahan atas obje$k pajak yang 

di $pungut ole$h Pe$me$ri $ntah Pusat te$rhadap konsumsi$ barang yg pe$rlu 

di $ke$ndali $kan, se$suai $ de$ngan be$st practi $ce$ yg be$rlaku di $ ne$gara lai $n; dan 

 

5. Pe$rlunya pe$nge$ndali $an dampak ne$gati $f rokok, kare$na te$rkai $t de$ngan 

me$ni $ngkatnya ti $ngkat pre$vale$nsi $ pe$rokok di $ I$ndone$si $a (jumlah pe$nduduk 

pe$rokok te$rhadap jumlah pe$nduduk nasi $onal), me$ni $ngkatnya dampak 

ne$gati $f konsumsi $ rokok bagi $ masyarakat, dan masi $h re$ndahnya kompone$n 

pajak dalam harga rokok di $ I$ndone$si $a di $bandi $ngkan de$ngan Ne$gara lai $n 

khususnya Ne$gara ASE$AN. Pajak me$rupakan sumbe$r utama untuk 

pe$mbi $ayaan pe$nye$le$nggaraan pe$me$ri $ntahan suatu ne$gara. Se$cara umum 

tujuan adanya pajak adalah se$bagai $ alat untuk me$masukkan dana se$cara 

opti $mal ke$ Kas Ne$gara be$rdasarkan Undang-Undang Pe$rpajakan yang 

be$rlaku. Se$lai $n untuk tujuan umum, pajak dapat pula di $gunakan ole$h 

pe$me$ri $ntah se$bagai $ alat me$ncapai $ untuk tujuan te$rte$ntu (re$gule$re$nd), se$pe$rti$ 
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me$mbatasi $ dan me$ngurangi $ konsumsi $ barang yang be$rdampak ne$gati $f 

se$cara sosi $al salah satunya bahaya rokok. 

 

Me$ski $pun pajak rokok di $kate$gori $kan se$bagai $ pajak provi $nsi $ atau 

pe$ndapatan provi $nsi $, te$tapi $ pe$mbagi $annya harus di $lakukan de$ngan 

pe$me$ri $ntah kabupate$n/kota. Se$cara spe$si $fi $k, pajak rokok akan di $te$ri $ma ole$h 

pe$me$ri $ntah kabupate$n/kota se$be$sar 70%, se$me$ntara 30% akan 

di $pe$runtukkan bagi $ pe$me$ri $ntah provi $nsi $. Me$nurut Undang-undang Pajak 

Dae$rah dan Re$tri $busi $ Dae$rah, pe$ne$ri $maan pajak rokok, bai $k bagi$ 

pe$me$ri $ntah provi $nsi $ maupun bagi $ pe$me$ri $ntah kabupate$n/kota, harus 

di $alokasi $kan mi $ni $mal 50% untuk me$ndanai $ pe$layanan ke$se$hatan 

masyarakat dan pe$ne$gakan hukum. 

 

Pajak rokok se$be$narnya di $pungut ole$h pe$me$ri $ntah dae$rah, kare$na 

amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang me$ngamanatkan 

pe$mungutan pajak i $ni $ ke$ Be$a Cukai $, maka Di $re$ktorat Je$nde$ral Be$a Cukai $ 

(DJBC) mulai $ me$nyi $apkan me$kani $sme$nya. De$ngan de$mi $ki $an, pe$ne$rapan 

pajak rokok ti $dak me$ni $mbulkan masalah dalam prose$s pe$mungutannya. 

Pe$nje$lasan me$nge$nai $ upaya Di $re$ktorat Je$nde$ral Be$a Cukai $ dalam 

me$nyi $apkan me$kani $sme$ pe$mungutan pajak rokok be$rsamaan de$ngan cukai $ 

me$njadi $ langkah strate$gi $s dalam e$fi $si $e$nsi $ admi $ni $strasi $ pajak. Se$lai $n i $tu, 

pe$mahaman te$ntang dampak pajak rokok te$rhadap produse$n dan konsume$n, 

se$rta tujuan utama ke$bi $jakan te$rse$but, juga pe$nti $ng untuk di$pahami $. Be$ri $kut 

adalah urai $an te$rkai $t de$ngan hal te$rse$but. 

 

Dalam rangka e$fi $si $e$nsi $ admi $ni$strasi $ pajak, Di $re$ktorat Je$nde$ral Be$a 

Cukai $ (DJBC) se$dang me$nyi $apkan tata cara dan me$kani $sme$ pe$mungutan 

pajak rokok be$rsamaan de$ngan pe$mungutan cukai $. Salah satu alte$rnati $fnya 

adalah de$ngan me$nge$nakan pajak rokok se$be$sar 10% dari $ se$toran cukai$ 

rokok yang di $bayarkan ole$h produse$n rokok. Mi $salnya, ji $ka se$orang 

produse$n rokok me$nye$torkan cukai $ rokok se$be$sar Rp 100 juta, maka i$a juga 

harus me$mbayar tambahan pajak rokok se$be$sar Rp 10 juta, se$hi $ngga total 
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yang harus di $se$torkan adalah Rp 110 juta. Me$ski $pun pajak rokok me$njadi$ 

be$ban bagi $ produse$n, pada akhi $rnya produse$n rokok ke$mungki $nan akan 

me$nai $kkan harga jual rokok untuk me$ngompe$nsasi $ pajak te$rse$but ke$pada 

konsume$n. Ke$bi $jakan pajak rokok ti $dak hanya be$rtujuan untuk 

me$ni $ngkatkan Pe$ndapatan Asli $ Dae$rah (PAD), te$tapi $ juga untuk 

me$nge$ndali $kan konsumsi $ rokok, me$ngurangi $ pe$re$daran rokok i $le$gal, se$rta 

me$li $ndungi $ masyarakat dari $ bahaya me$rokok. Pe$ne$rapan pajak rokok 

se$be$sar 10% dari $ ni $lai $ cukai $ rokok juga di $maksudkan untuk me$mbe$ri $kan 

pe$ran yang opti $mal bagi $ pe$me$ri $ntah dae$rah dalam me$nye$di $akan pe$layanan 

ke$se$hatan masyarakat. Ole$h kare$na i $tu, Pe$me$ri $ntah Dae$rah di $be$ri $kan tugas 

dan tanggung jawab untuk turut se$rta dalam me$njaga ke$se$hatan masyarakat 

dari $ bahaya rokok dan me$lakukan pe$ngawasan te$rhadap pe$re$daran rokok 

i $le$gal di $ dae$rah masi $ng-masi $ng. 

 

2.3.2 Subyek, Obyek dan Wajib Pajak Rokok 

 

1. Obje$k Pajak Rokok adalah konsumsi$ rokok. 

Yang di $maksud de$ngan rokok me$li $puti$ si $gare$t, ce$rutu, dan rokok daun. 

 

a. Si$gare$t adalah hasi $l te$mbakau yang dbuat dari $ te$mbakau rajangan yang 

di $balut 2de$ngan cara di $lanti $ng, untuk di$pakai $, tanpa me$ngi $ndahkan 

bahan pe$ngganti $ atau bahan pe$mbantu yang di $gunakan dalam 

pe$mbuatannya. Si $gare$t te$rdi $ri $ atas si $gare$t kre$te$k, si $gare$t puti $h, dan 

si $gare$t ke$le$mbak ke$me$nyan. 

 

b. Ce$rutu adalah hasi $l te$mbakau yang di $buat dari $ le$mbaran-le$mbaran daun 

te$mbakau di $i $ri $s aytau ti$dak, de$ngan cara di $gulung, se$de$mi $ki $an rupa 

de$ngan daun te$mbakau, untuk di$pakai $, tanpa me$ngi $ndahkan bahan 

pe$ngganti $ atau bahan pe$mbantu yang di $gunakan dalam pe$mbuatannya. 

 

c. Rokok daun adalah hasi $l te$mbakau yang di $buat de$ngan daun ni $pah, daun 

jagung (klobot), atau se$je$ni $snya, de$ngan cara di $lanti $ng, untuk di $pakai $, 
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tanpa me$ngi $ndahkan bahan pe$ngganti $ atau bahan pe$mbantu yang 

di $gunakan dalam pe$mbuatannya.39 

 

Be$rdasarkan ke$te$ntuan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 te$ntang 

Cukai $ se$bagai $mana di $ubah de$ngan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 

pasal 26 ayat 3 huruf a, cukai $ ti $dak di $pungut atas barang ke$na cukai $ te$rhadap 

te$mbakau i $ri $s yang di $buat dari $ te$mbakau hasi $l tanaman I$ndone$si $a yang ti $dak 

di $ke$mas untuk pe$njualan e$ce$ran de$ngan bahan pe$nge$mas tradi $si $onal yang 

lazi $m di $pe$rgunakan, apabi $la dalam pe$mbuatannya ti $dak di $campur atau 

di $tambah de$ngan te$mbakau yang be$rasal dari $ luar ne$ge$ri $ atau bahan lai $n 

yang lazi $m di $pe$rgunakan dalam pe$mbuatan hasi $l te$mbakau dan atau pada 

ke$masannya ataupun te$mbakau i $ri $snya ti $dak di $bubuhi $ me$re$k dagang, e$ti $ke$t, 

atau yang se$je$ni $s i $tu. Se$lai $n i$tu, pasal 26 ayat 2 di$te$ntukan bahwa cukai $ juga 

ti $dak di $pungut atas barang ke$na cukai $ (te$rmasuk hasi $l te$mbakau) apabi $la: 

 

a. Di $angkut te$rus atau di $angkut lanjut de$ngan tujuan luar dae$rah pabe$an; 

b. Di $e$kspor; 

c. Di $masukkan ke$ dalam pabri $k atau te$mpat pe$nyi $mpanan; 

d. Di $gunakan se$bagai $ bahan baku atau bahan pe$nolong dalam pe$mbuatan 

barang hasi $l akhi $r yang me$rupakan barang ke$na cukai $; atau 

e. Te$lah musnah atau rusak se$be$lum di $ke$luarkan dari $ pabri $k, te$mpat 

pe$nyi $mpanan atau se$be$lum di $be$ri $kan pe$rse$tujuan i $mpor untuk di $pakai$.40 

 

2. Subje$k dan Waji $b Pajak Rokok 

 

Pada Pajak Rokok yang me$njadi $ subje$k pajak adalah konsume$n rokok. 

Se$dangkan yang me$njadi $ waji $b pajak adalah pe$ngusaha pabri $k 

rokok/produse$n dan i $mporte$r rokok yang me$mi $li$ki $ i $zi $n be$rupa Nomor 

Pokok Pe$ngusaha Barang Ke$na Cukai $. Pajak Rokok di $pungut ole$h i $nstansi$ 

pe$me$ri $ntah pusat yang be$rwe$nang me$mungut cukai $ be$rsamaan de$ngan 

 
39 Ibid. 
40 Ibid 
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pe$mungutan cukai $ rokok. Pajak Rokok yang di $pungut ole$h i $nstansi$ 

pe$me$ri $ntah pusat, di $se$tor ke$ re$ke$ni $ng kas umum dae$rah provi $nsi $ se$cara 

proporsi $onal be$rdasarkan jumlah pe$nduduk.41 Dalam me$njalankan 

ke$waji $ban pe$rpajakannya waji $b pajak dapat di $waki $li $ ole$h pi $hak te$rte$ntu 

yang di $pe$rke$nankan ole$h Undang-Undang dan Pe$raturan Dae$rah te$ntang 

Pajak Rokok. Waki $l waji $b pajak be$rtanggung jawab se$cara pri $badi $ dan atau 

se$cara tanggung re$nte$ng atas pe$mbayaran pajak te$rutang. Se$lai $n i $tu, waji $b 

pajak dapat me$nunjuk se$orang kuasa de$ngan surat kuasa khusus untuk 

me$njalankan hak dan me$me$nuhi $ ke$waji $ban pe$rpajakannya. 

 

2.3.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Rokok 

  

Dasar pe$nge$naan Pajak Rokok adalah cukai $ yang di $te$tapkan ole$h Pe$me$ri $ntah 

te$rhadap rokok. Cukai $ adalah pungutan ne$gara yang di $ke$nakan te$rhadap produk 

te$mbakau se$pe$rti $ si $gare$t, ce$rutu, dan rokok daun, se$suai $ de$ngan pe$raturan 

pe$rundang-undangan di $ bi $dang cukai $. Cukai $ i $ni $ dapat di $hi $tung se$bagai $ pe$rse$ntase $ 

dari $ harga dasar (advalorum) atau jumlah te$rte$ntu dalam rupi $ah untuk se$ti $ap 

batang rokok (spe$si $fi $k), atau kombi $nasi $ dari $ ke$duanya. Tari $f Pajak Rokok 

di $te$tapkan se$be$sar 10% dari $ cukai $ rokok. Be$saran Pajak Rokok yang te$rutang 

di $hi $tung de$ngan cara me$ngali $kan tari $f pajak de$ngan dasar pe$nge$naan pajak. 

 

Pajak Rokok me$mi $li $ki $ tari $f pe$nge$naan yang be$rbe$da de$ngan cukai $ rokok, di $ mana 

tari $f Pajak Rokok adalah 10% dari $ cukai $ yang di $te$tapkan ole$h Pe$me$ri $ntah 

te$rhadap rokok. Untuk cukai $ rokok, pe$me$ri $ntah me$ne$rapkan be$saran cukai $ yang 

te$rutang de$ngan si $ste$m kombi $nasi $, yai $tu me$nggunakan tari $f spe$si $fi $k dan tari $f 

advalorum. Tari $f advalorum be$rarti $ cukai $ di $hi $tung se$bagai $ pe$rse$ntase$ dari $ harga 

pe$r bungkus rokok, se$suai $ de$ngan harga yang te$rcantum pada bungkus rokok. 

Se$dangkan tari $f spe$si $fi $k be$rarti $ cukai $ di $hi $tung se$bagai $ pe$rse$ntase$ dari $ harga pe$r 

batang rokok. Apabi $la me$nggunakan si $ste$m kombi $nasi $, hasi $l pe$rhi $tungan dari $ 

tari $f advalorum dan tari $f spe$si $fi $k di $gabungkan. Barang ke$na cukai $ be$rupa hasi $l 

te$mbakau di $ke$nai $ cukai $ be$rdasarkan tari $f te$rti $nggi $ se$bagai $ be$ri $kut: 

 
41 Ibid 
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1. Untuk produk yang di $buat di $ I$ndone$si $a: 

 

a. 275% dari $ harga dasar ji $ka harga dasar yang di $gunakan adalah harga jual 

pabri $k; atau 

b. 57% dari $ harga dasar ji $ka harga dasar yang di $gunakan adalah harga jual 

e$ce$ran. 

 

2. Untuk produk yang di $i $mpor: 

 

a. 275% dari $ harga dasar ji $ka harga dasar yang di $gunakan adalah ni $lai $ 

pabe$an di $tambah be$a masuk; atau 

b. 57% dari $ harga dasar ji $ka harga dasar yang di $gunakan adalah harga jual 

e$ce$ran. 

 

 Be$rdasarkan Pasal 6 UU No. 39 Tahun 2007 te$ntang Cukai $, harga dasar 

yang di $gunakan untuk pe$rhi $tungan cukai $ atas barang ke$na cukai $ yang di $buat di $ 

I$ndone$si $a adalah harga jual pabri $k atau harga jual e$ce$ran. Se$dangkan harga dasar 

yang di $gunakan untuk pe$rhi $tungan cukai $ atas barang ke$na cukai $ yang di $i $mpor 

adalah ni $lai $ pabe$an di $tambah be$a masuk atau harga jual e$ce$ran. 

 

2.3.4. Pembagian dan Pembiayaan Pajak Rokok 

 

 Pajak Rokok di $pungut ole$h i $nstansi $ Pe$me$ri $ntah yang be$rwe$nang me$mungut 

cukai $ be$rsamaan de$ngan pe$mungut cukai $ rokok. Pajak Rokok di $se$tor ke$ re$ke$ni $ng 

kas umum dae$rah provi $nsi $ se$cara proposi $onal be$rdasarkan jumlah pe$nduduk. Tata 

cara pe$mungut dan pe$nye$toran Pajak Rokok di $atur de$ngan Pe$raturan Me$nte$ri $ 

Ke$uangan. Se$bagai $ bagi $an dari $ ke$bi $jakan fi $skal untuk me$ngatur konsumsi $ 

te$mbakau dan me$nghasi $lkan pe$ndapatan bagi $ pe$me$ri $ntah, Pajak Rokok 

me$rupakan pungutan yang di $ke$nakan ole$h i $nstansi $ Pe$me$ri $ntah yang be$rwe$nang, 

di $laksanakan se$cara si $multan de$ngan pe$mungutan cukai $ rokok. Pe$ndapatan yang 

di $hasi $lkan dari $ Pajak Rokok i $ni $ ke$mudi $an di $se$tor ke$ re$ke$ni $ng kas umum dae$rah 



27 

 

 

 

provi $nsi $, de$ngan proporsi $ pe$mbagi $an yang di $dasarkan pada jumlah pe$nduduk 

masi $ng-masi $ng wi $layah. Tata cara pe$laksanaan pe$mungutan dan pe$nye$toran Pajak 

Rokok di $atur se$cara ri $nci $ me$lalui $ Pe$raturan Me$nte$ri $ Ke$uangan, yang me$mbe$ri $kan 

pe$doman bagi $ pe$laksanaan ke$gi $atan te$rse$but. Se$lai $n fokus pada aspe$k fi $nansi $al, 

Pe$me$ri $ntah Dae$rah juga me$mi $li$ki $ tanggung jawab untuk me$ne$gakkan aturan 

hukum te$rkai $t konsumsi $ te$mbakau, yang dapat me$li $puti $ pe$ne$gakan larangan 

me$rokok di $ te$mpat-te$mpat umum se$rta upaya pe$mbe$rantasan pe$re$daran rokok 

i $le$gal. Kolaborasi $ antara Pe$me$ri $ntah Dae$rah dan pi $hak/i $nstansi $ te$rkai $t me$njadi $ 

kunci $ dalam me$njami $n e$fe$kti $vi $tas pe$ne$gakan hukum te$rse$but se$suai $ de$ngan 

ke$rangka pe$raturan pe$rundang-undangan yang be$rlaku. 

 

 Tujuan utama pe$ne$rapan pajak rokok adalah untuk me$li $ndungi$ masyarakat 

dari $ bahaya rokok. Pe$ne$rapan pajak i $ni $ se$be$sar 10 pe$rse$n dari $ ni $lai $ cukai $ juga 

be$rtujuan untuk me$mbe$ri $kan opti $mali$sasi $ pe$layanan pe$me$ri $ntah dae$rah dalam 

me$njaga ke$se$hatan masyarakat. Pajak Rokok ti $dak dapat di $anggap se$bagai $ pajak 

be$rganda atau double$ taxati $on. Ji $ka di $li $hat dari $ dasar pe$nghi $tungannya, Pajak 

Rokok be$rbe$da de$ngan Cukai $ Rokok. Dasar pe$mungutan Pajak Rokok di $ke$nakan 

atas be$saran cukai $, se$me$ntara dasar pe$mungutan cukai $ adalah te$rhadap produk 

rokok. Pajak be$rganda baru akan te$rjadi $ ji $ka Pajak Rokok di$ke$nakan te$rhadap 

produk rokok. 

 

 Se$lai $n i $tu, ji$ka di $li $hat dari $ alokasi $ pe$ne$ri $maan, te$rdapat pe$rbe$daan antara 

Pajak Rokok dan Cukai$ Rokok. Pajak Rokok di$pungut ole$h Pe$me$ri $ntah dae$rah 

dan se$pe$nuhnya masuk ke$ kas Pe$me$ri $ntah dae$rah. Se$me$ntara cukai $ rokok yang 

di $te$rapkan se$lama i $ni $, adalah pajak yang pe$runtukannya untuk Pe$me$ri $ntah Pusat. 

De$ngan de$mi $ki $an, dapat di $si$mpulkan bahwa Pajak Rokok me$mi $li $ki $ fungsi $ yang 

je$las dalam me$ndukung upaya pe$rli $ndungan masyarakat dari $ bahaya rokok se$rta 

opti $mali$sasi $ pe$layanan ke$se$hatan masyarakat ole$h pe$me$ri $ntah dae$rah. 
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2.4. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Akibat Karena Rokok 

 

2.4.1. Pengertian Pelayanan Kesehatan 

  

Pe$layanan ke$se$hatan adalah salah satu layanan yang di $se$di $akan ole$h 

pe$me$ri $ntah, bai $k se$cara langsung maupun me$lalui $ ke$rja sama de$ngan masyarakat 

atau pi $hak swasta. Pe$layanan ke$se$hatan sangat pe$nti $ng untuk di$ke$lola ole$h 

pe$me$ri $ntah kare$na me$rupakan layanan dasar bagi $ masyarakat de$ngan 

karakte$ri $sti $knya yang uni $k. Pe$ni $ngkatan dalam pe$nye$le$nggaraan pe$layanan 

ke$se$hatan harus te$rus di $lakukan dari $ waktu ke$ waktu untuk me$njaga dan 

me$ni $ngkatkan ke$se$hatan masyarakat, se$rta untuk me$nce$gah dan me$ngobati $ 

be$rbagai $ pe$nyaki $t yang di $de$ri $ta i $ndi $vi $du, ke$luarga, atau komuni $tas. Di $harapkan, 

de$ngan be$rbagai $ upaya pe$rbai $kan dalam pe$nye$le$nggaraan pe$layanan ke$se$hatan 

i $ni $, kuali$tas layanan ke$se$hatan akan me$ni $ngkat, me$mbe$ri $kan dampak posi $ti $f pada 

ti $ngkat ke$se$hatan Masyarakat Se$i $ri $ng de$ngan i $tu, pe$me$ri $ntah juga 

me$nge$mbangkan dan me$re$formasi $ si $ste$m jami $nan ke$se$hatan masyarakat agar 

masyarakat dapat de$ngan mudah me$ngakse$s layanan ke$se$hatan di $ rumah saki $t, 

puske$smas, dan fasi $li $tas ke$se$hatan lai $nnya.42 

 

Saat i $ni$, rumah saki $t te$lah me$ni $ngkatkan ki $ne$rja layanan ke$se$hatannya me$lalui $ 

pe$ni $ngkatan kuali $tas fasi $li$tas ke$se$hatan, pe$me$nuhan sarana ke$se$hatan yang 

le$ngkap, pe$ni $ngkatan kompe$te$nsi $ te$naga me$di $s dan parame$di $s, se$rta pe$ne$rapan 

si $ste$m layanan be$rbasi $s te$knologi $ i$nformasi $. I$ni $ me$mungki $nkan masyarakat untuk 

me$ngakse$s layanan ke$se$hatan de$ngan ce$pat dan te$pat. De$mi $ki $an pula, pe$layanan 

di $ puske$smas juga te$lah di $ke$mbangkan, de$ngan layanan ke$se$hatan yang 

te$ri $nte$grasi $ de$ngan pe$layanan di $ rumah saki $t. De$ngan kata lai $n, pe$layanan 

ke$se$hatan di $ puske$smas me$njadi $ bagi $an pe$nti $ng dalam me$mbe$ri $kan layanan 

ke$se$hatan ke$pada masyarakat. te$rutama masyarakat yang me$nde$ri $ta saki $t dalam 

kate$gori $ ri $ngan dan me$ndorong masyarakat untuk hi $dup se$hat. De$ngan de$mi $ki$an 

tugas utama yang pe$nti $ng untuk di $ke$mbangkan pada pe$layanan ke$se$hatan di $ 

 
42 Roekminiati dkk, Administrasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat, (Surabaya: CV. Jakad Media 

Publishing, 2019) hlmn.53 
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puske$smas adalah untuk me$ngajari $ masyarakat be$rpola hi $dup se$hat. Pe$layanan 

kli $ni$k ke$se$hatan juga me$mbe$ri $kan pe$layanan dalam kate$gori $ ri $ngan se$bagai $mana 

pe$layanan ke$se$hatan di $ puske$smas, te$tapi $ pe$rbe$daannya adalah pe$layanan kli $ni$k 

ke$se$hatan ti $dak me$njalankan tugas untuk promosi $ ke$se$hatan. Pe$layanan ke$se$hatan 

lai $nnya adalah pe$layanan ke$se$hatan tradi $si $onal, juga me$njadi $ bagi $an pe$nti $ng 

untuk pe$nye$le$nggaraan layanan ke$se$hatan bagi $ masyarakat te$rutama untuk 

pe$nyaki $t te$rte$ntu dan pe$layanan di $ te$mpat te$rte$ntu yang masi $h suli$t me$njangkau 

pe$layanan di $ puske$smas atau di $ rumah saki$t. Ke $se$mua pe$layanan ke$se$hatan 

te$rse$but di $ atas adalah pe$layanan yang pe$nti $ng untuk di $se$le$nggarakan agar 

masyarakat dapat me$njaga dan me$ni $ngkatkan de$rajat ke$se$hatannya.  

 

2.4.2. Jaminan Kesehatan Masyarakat 

 

 Jami $nan Ke$se$hatan Masyarakat (Jamke$smas) adalah program pe$me$ri $ntah 

yang me$nye$di $akan layanan ke$se$hatan bagi $ warga mi $ski $n atau kurang mampu. 

Tujuan program i $ni $ adalah untuk me$masti $kan layanan ke$se$hatan te$rbai $k dapat 

di $akse$s se$cara me$rata ole$h se$luruh pe$se$rta atau masyarakat mi $ski$n di $ I$ndone$si $a. 

Program Jamke$smas me$ncakup masyarakat mi $ski $n atau ti $dak mampu se$pe$rti $ 

ge$landangan, pe$nge$mi $s, anak dan orang te$rlantar, se$rta masyarakat mi $ski $n tanpa 

i $de$nti $tas, yang di $te$tapkan se$bagai $ pe$se$rta me$lalui $ ke$putusan Bupati $ atau Wali $kota. 

Be$rdasarkan ke$te$ntuan De$parte$me$n Ke$se$hatan tahun 2009, program i $ni $ juga 

me$ncakup anggota Ke$luarga Harapan yang be$lum me$mi $li$ki $ kartu Jamke$smas, i $bu 

hami $l, bayi $ yang baru lahi $r tanpa jami $nan ke$se$hatan, dan pe$nde$ri $ta pe$nyaki $t 

Thalase$mi $a.43 

 

 Hasi $l dari $ sumbangsi $h jami $nan Ke$se$hatan masyrakat be$rasal dari $ macam 

macam adapun yang di $hasi $lkan dari $ pajak rokok se$pe$rti $ yang sudah te$rcantum 

dalam Pasal 34 ayat 5 undang-undang nomor 1 tahun 2022 te$ntang Hubungan 

Ke$uangan antara pe$me$ri $ntah dan Pre$me$ri $ntahan Dae$rah (HKPD) yai $tu 

me$nje$laskan tata cara untung pe$mungutan dan pe$nye$toran pajak rokok di $atur ole$h 

pe$raturan Me$nte$ri $. Yai $tu se$pe$rti $ pasal 25 ayat 4 Pe$raturan Pe$me$ri $ntah nomor 35 

 
43 Ibid, hlm.61 
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tahun 2023 te$ntang Ke$te$ntuan Umum Pajak Dae$rah dan Re$tri $busi $ Dae$rah 

(KUPDRD) me$nje$lskan te$ntang hasi $l pe$ne$ri $maan pajak rokok bai $k provi $nsi $n 

maupun bagi $an kabupate$n/kota, di $alokasi $kan pali $ng se$di $ki $t 50% untuk me$ndanai $ 

pe$layanan Ke$se$hatan dan pe$ne$gakan hukum. Maka dari $ i $tu ada pe$ran pajak rokok 

dalam pe$layanan ke$shatan Masyarakat di $ I$ndone$si $a. 

 

2.4.3. Hubungan Pajak Rokok dan Pelayanan Kesehatan 

 

Pajak rokok me$rupakan bagi $an dari $ pe$manfaatan untuk pe$layanan ke$shatan 

Masyarakat se$pe$rti $ adanya me$tode$ e$armarki $ng 50% dari $ pajak rokok di $gunakan 

untuk pe$layanan ke$shatan se$pe$rti $ yang sudah te$rte$ra dalam Pasal 25 ayat 4 PP No 

35 Tahun 2023 tentang KUPDRD. Adapun aturan-aturan lai $n yang me$ngatur pajak 

rokok i $ni $ be$rpe$ran dalam pe$layanan ke$se$htan masyrakat se$pe$rti $ di $ Pe$rpre$s nomor 

82 tahun 2018 te$ntang jami $nan Ke$se$hatan di $si $tu me$ne$je$laskan me$maksi $malkan 

e$armarki $ng pajak rokok se$bagai $ konstri $busi $ dalam me$ndukung program jami $nan 

ke$se$he$tan te$rte$ra dalam pasal 99 dan pasal 100 Pe$pre$s Nomor 82 Tahun 2018. 

Di $dalam pasal 99 di$ je$laksan be$saran potongan konri $busi $ untuk pe$layanan 

Ke$se$hatan, pasal 100 me$nje$laskan bahwasanya kontri $busi $ yang di $maksud potongan 

nya langsung di $pi $ndah bukukan ke$ dalam re$ke$ni $ng BPJS Ke$se$hatan untuk 

me$kani $sme$ pe$motongan di $atur langsung ole$h pe$raturan Me$nte$ri $ yang 

me$nye$le$nggarakan urusan pe$me$ri $ntah di $bi $dang ke$uangan. Yai $tu PMK 

128/PMK.07/2018 te$ntang Tata Cara Pe$motongan Pajak Rokok Se$bagai $ Kontri $busi$ 

Dukungan Program Jami $nan Ke$se$hatan, te$tapi $ sudah di $ubah ole$h pe$raturan Me$nte$ri $ 

ke$uangan yang baru yai $tu Pe$raturan Me$nte$ri $ Ke$uangan Nomor 143 Tahun 2023 

Tata Cara Pe$mungutan Pe$motongan Dan Pe$nye$toran Pajak Rokok. Se$pe$rti $ pasal 26 

me$nje$lskan te$ntang Ji $ka hasi $l re$konsi $li $asi $ antara BPJS Ke$se$hatan dan Pe$mda 

me$nunjukkan jumlah re$ali $sasi $ jami$nan ke$se$hatan dae$rah te$rmasuk di $ dalamnya 

pe$motongan Pajak Rokok me$le$bi $hi$ re$ali $sasi $ kontri $busi $ pe$ne$ri $maan Pajak Rokok, 

BPJS Ke$se$hatan dan pe$me$ri $ntah dae$rah dapat me$lakukan ke$se$pakatan untuk: 

 

1. Me$nambah jumlah ke$pe$se$rtaan dalam program jami $nan ke$se$hatan di $maksud; 

dan 
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2. Me$mpe$rhi $tungkan se$bagai $ jami $nan ke$se$hatan tahun be$ri $kutnya tanpa 

me$ngurangi $ jumlah kontri $busi $ mi$ni $mal 37,5% (ti $ga puluh tujuh koma li $ma 

pe$rse$n). 

 

Dalam Pasal 28 me$nje$lskan te$ntang te$rkai $t Ti $dak di $lakukan Pe$motongan 

Apabi $la anggaran dan/atau re$ali $sasi $ kontri $busi $ Jamke$s pe$me$ri $ntah 

provi $nsi $/kabupate$n/kota yang te$rcantum dalam Kompi $lasi $ Be$ri $ta Acara yang 

di $se$rahkan ole$h pe$me$ri $ntah provi $nsi $/ kabupate$n/kota se$be$sar 37,5% atau le$bi $h 

Pe$motongan se$be$sar se$li $si $h kurang dari $ 37,5% Apabi $la anggaran dan/atau re$ali $sasi $ 

kontri $busi $ Jamke$s pe$me$ri $ntah provi $nsi $/kabupate$n/kota yang te$rcantum dalam 

Kompi $lasi $ Be$ri $ta Acara yang di $se$rahkan ole$h pe$me$ri $ntah provi $nsi $/ kabupate$n/kota 

kurang dari $ 37,5% Pe$motongan se$be$sar 37,5% Apabi $la pe$me$ri $ntah provi $nsi $ ti$dak 

me$nyampai $kan Kompi $lasi $ Be$ri $ta Acara Ke$se$pakatan. Lalu pasal 37 me$nje$laksan 

te$ntang prose$s bagai $man pajak roko bi $sa sampai $ masuk ke$ jami $nan Ke$se$hatan 

Masyarakat atau BPJS Ke$se$hatan. Se$mua pasal yang di $atas te$rte$ra dan sudah 

di $je$laskan dalam Pe$raturan Me$nte$ri $ Ke$uangan Nomor 143 Tahun 2023 Tata Cara 

Pe$mungutan Pe$motongan Dan Pe$nye$toran Pajak Rokok. 

 

2.5.  Dasar Hukum Pajak Rokok Untuk Pelayanan Kesehatan  

 

2.5.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan 

Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 te$ntang Harmoni $sasi $ 

Pe$raturan Pe$rpajakan (UU HKPD), Pajak Rokok me$rupakan salah satu je$ni $s pajak 

yang di $atur se$cara khusus. Pajak i$ni $ di $ke$nakan atas konsumsi$ rokok yang di $lakukan 

ole$h konsume$n, bai $k i $tu orang pri $badi $ maupun badan. Obje$k Pajak Rokok adalah 

konsumsi$ rokok yang me$ncakup be$rbagai $ je$ni $s produk rokok, se$pe$rti $ si $gare$t, 

ce$rutu, rokok daun, dan be$ntuk rokok lai $nnya yang di $ke$nai $ cukai $. De$ngan 

de$mi $ki $an, se$ti $ap be$ntuk konsumsi$ rokok yang te$rmasuk dalam kate$gori $ te$rse$but 

akan di $ke$nai $ pajak i $ni $. Subje$k Pajak Rokok adalah konsume$n rokok. I$ni $ be$rarti $ 
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si $apa pun yang me$ngonsumsi$ rokok, bai $k i $ndi $vi $du maupun badan hukum, te$rmasuk 

dalam kate$gori $ subje$k pajak i $ni $. 

 

Waji $b Pajak Rokok adalah Pe$ngusaha Pabri $k Rokok (PPR) dan i$mporti $r 

rokok. Me$re$ka harus me$mi $li$ki $ i$zi $n be$rupa Nomor Pokok Pe$ngusaha Barang Ke$na 

Cukai $ (NPBKC) untuk be$rope$rasi $ se$cara le$gal. PPR dan i$mporti $r rokok 

be$rtanggung jawab untuk me$mungut dan me$nye$tor Pajak Rokok ke$ pe$me$ri $ntah. 

Tari $f Pajak Rokok di $te$tapkan se$be$sar 10% dari $ cukai $ rokok. Tari $f i $ni $ di $ke$nakan 

se$cara proporsi $onal be$rdasarkan jumlah cukai $ yang te$lah di$te$tapkan ole$h 

pe$me$ri $ntah te$rhadap produk rokok. Dasar pe$nge$naan Pajak Rokok adalah cukai $ 

yang te$lah di $te$tapkan ole$h Pe$me$ri $ntah te$rhadap produk rokok. Cukai $ i $ni $ me$rupakan 

dasar pe$rhi $tungan untuk me$ne$ntukan be$saran Pajak Rokok yang harus di $bayar.44 

 

Be$saran pokok Pajak Rokok yang te$rutang di $hi $tung de$ngan cara me$ngali $kan 

dasar pe$nge$naan Pajak Rokok de$ngan tari $f Pajak Rokok. Se$bagai $ contoh, ji $ka cukai $ 

rokok se$bungkus adalah Rp1.969,60, maka de$ngan tari $f Pajak Rokok se$be$sar 10%, 

Pajak Rokok pe$r bungkus adalah Rp196,96. Pajak Rokok di $pungut ole$h PPR dan 

i $mporti$r rokok be$rsamaan de$ngan pe$mungutan cukai $ rokok. Pajak yang di $pungut 

i $ni $ ke$mudi $an di $se$tor ke$ re$ke$ni $ng kas umum dae$rah provi $nsi $ se$cara proporsi $onal 

be$rdasarkan jumlah pe$nduduk. Prose$s pe$mungutan dan pe$nye$toran i $ni $ di $atur le$bi $h 

lanjut ole$h Pe$raturan Me$nte$ri $ Ke$uangan.  

 

2.5.2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 (PMK 

143/2023) 

 

Te$ntang Tata Cara Pe$mungutan, Pe$motongan, dan Pe$nye$toran Pajak Rokok 

me$rupakan pe$raturan te$rbaru yang me$ngatur te$ntang Pajak Rokok. Pe$nggunaan 

Dana Pajak Rokok di $alokasi $kan untuk pe$ndanaan Jami $nan Ke$se$hatan Nasi $onal 

(JKN), pe$ne$gakan hukum di $ bi $dang cukai $ hasi $l te$mbakau. Pe$mbi $naan li $ngkungan 

hi $dup, pe$mbi$ayaan pe$nge$mbangan pe$ne$li $ti $an dan pe$nge$mbangan bi $dang cukai $ 

 
44 JDIH Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 

https://jdih.kemenkeu.go.id/en/dokumen/peraturan?subjek=2180, (Diakses pada 27 Juni 2024, 

Pukul 04.09) 

https://jdih.kemenkeu.go.id/en/dokumen/peraturan?subjek=2180
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hasi $l te$mbakau. Sanksi $ te$rhadap waji $b pajak yang ti $dak me$laksanakan ke$waji $ban 

pe$rpajakannya, di $ke$nakan sanksi $ se$suai $ de$ngan ke$te$ntuan pe$raturan pe$rundang-

undangan.45 

 

Pe$rubahan di $bandi $ngkan de$ngan pe$raturan se$be$lumnya PMK 143/2023 

me$rupakan pe$raturan baru yang me$ngganti $kan Pe$raturan Me$nte$ri $ Ke$uangan Nomor 

192 Tahun 2021 te$ntang Tata Cara Pe$mungutan, Pe$motongan, dan Pe$nye$toran 

Pajak Rokok. PMK 143/2023 me$muat be$be$rapa pe$rubahan, pe$nje$lasan yang le$bi $h 

ri $nci $ te$ntang obje$k, subje$k, tari $f, dasar pe$nge$naan, dan tata cara pe$mungutan dan 

pe$nye$toran Pajak Rokok, pe$ne$gasan ke$waji $ban pe$motongan Pajak Rokok bagi$ 

konsume$n, pe$nambahan ke$te$ntuan te$ntang pe$nggunaan dana Pajak Rokok. Manfaat 

PMK 143/2023 di$harapkan dapat me$ni $ngkatkan ke$patuhan waji $b pajak dalam 

me$laksanakan ke$waji $ban pe$rpajakannya, me$ni $ngkatkan akuntabi $li $tas dan 

transparansi $ dalam pe$nge$lolaan dana pajak rokok, me$ndukung pe$ndanaan JKN dan 

program-program lai $nnya yang be$rmanfaat bagi $ masyarakat. 

 

2.5.3 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan 

Kesehatan    

 

Pe$raturan Pre$si $de$n Nomor 82 Tahun 2018 te$ntang Jami $nan Ke$se$hatan ti $dak 

me$ngatur se$cara langsung te$ntang Pajak Rokok. Namun, Pe$rpre$s 82/2018 me$ngatur 

te$ntang Dana Bagi $ Hasi $l Cukai$ Hasi $l Te$mbakau (DBH CHT) yang se$bagi $an 

di $alokasi $kan untuk me$ndukung pe$nye$le$nggaraan Jami $nan Ke$se$hatan Nasi $onal 

(JKN). 

 

Cukai $ Rokok adalah pungutan ne$gara atas hasi $l te$mbakau yang di $konsumsi$ 

di $ dalam ne$ge$ri $ yang be$rsi $fat me$macu produksi $, di $stri$busi $, dan pe$njualan hasi $l 

te$mbakau, se$rta untuk me$nge$ndali $kan konsumsi $ rokok, me$li $ndungi $ ke$se$hatan 

masyarakat, dan me$ni $ngkatkan pe$ne$ri $maan ne$gara. DBH CHT adalah bagi $an dari $ 

cukai $ hasi $l te$mbakau yang di $ke$mbali $kan ke$pada dae$rah pe$nghasi $l cukai $ hasi $l 

 
45 JDIH Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 

https://jdih.kemenkeu.go.id/download/c92ad6a3-2a53-4283-ad44-

23ce0f4f0c8c/2023pmkeuangan143.pdf, (di akses pada 27 Juni 2024, Pukul 04.35) 

https://jdih.kemenkeu.go.id/download/c92ad6a3-2a53-4283-ad44-23ce0f4f0c8c/2023pmkeuangan143.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/download/c92ad6a3-2a53-4283-ad44-23ce0f4f0c8c/2023pmkeuangan143.pdf
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te$mbakau dan dae$rah nonpe$nghasi $l cukai $ hasi $l te$mbakau. JKN adalah program 

jami $nan ke$se$hatan yang di $se$le$nggarakan ole$h pe$me$ri $ntah untuk me$mbe$ri $kan 

jami $nan ke$se$hatan bagi $ se$luruh rakyat I$ndone$si $a. 

 

Me$kani $sme$ DBH CHT untuk JKN:46 80% dari $ DBH CHT di $alokasi $kan untuk JKN. 

Dana te$rse$but di $gunakan untuk me$mbi $ayai $:  

 

1. I$uran JKN bagi $ pe$se$rta PBI$ (Pe$ne$ri $ma Bantuan I$uran) JKN. 

2. Fasi $li$tas ke$se$hatan JKN. 

3. Promosi$ ke$se$hatan dan pe$nce$gahan pe$nyaki $t. 

 

Manfaat DBH CHT untuk JKN Me$ni $ngkatkan cakupan ke$pe$se$rtaan JKN 

me$ni $ngkatkan kuali $tas pe$layanan ke$se$hatan JKN me$ni $ngkatkan e$fi $si $e$nsi $ 

pe$nge$lolaan JKN Pe$ran Pajak Rokok cukai $ Rokok me$rupakan sumbe$r utama DBH 

CHT de$ngan de$mi $ki $an, Pajak Rokok se$cara ti $dak langsung be$rkontri $busi $ te$rhadap 

pe$ndanaan JKN

 
46 JDIH BPK, https://peraturan.bpk.go.id/Details/94711/perpres-no-82-tahun-2018, (di akses pada 

27 Juni 2024, Pukul 04.46) 

https://peraturan.bpk.go.id/Details/94711/perpres-no-82-tahun-2018


 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Masalah 

 

Pe$nde$katan masalah yang di $gunakan dalam me$lakukan pe$ne$li $ti $an i $ni $ i $alah 

pe$nde$katan se$cara yuri $di $s e$mpi $ri $s. Pe$nde$katan se$cara yuri $di $s e$mpi $ri $s adalah pe$nde$katan 

yang di $lakukan de$ngan cara me$ne$li $ti $ data pri $me$r atau kaji $an be$ke$rjanya hukum dalam 

masyarakat.47 Pe$ne$li $ti$an di $lakukan de$ngan me$lakukan kaji $an langsung ke$ narasumbe$r 

guna me$mpe$role$h ke$je$lasan i $nformasi $ te$rkai $t pe$manfaatan hasi $l pe$ne$ri $maan pajak rokok 

untuk pe$layanan ke$se$hatan masyarakat di $ provi $nsi $ lampung. Pe$nggunaan ke$dua macam 

pe$nde$katan te$rse$but di $maksudkan untuk me$mpe$role$h gambaran dan pe$mahaman yang 

je$las dan be$nar te$rhadap pe$rmasalahan yang akan di $bahas dalam pe$ne$li $ti $an guna 

pe$nuli $san skri $psi $ i $ni $. 

 

3.2. Sumber Data 

 

3.2.1. Data Primer 

Data pri $me$r me$rupakan data yang di $pe$role$h atau di $kumpulkan ole$h pe$ne$li $ti $ se$cara 

langsung dari $ sumbe$r datanya. Data di $pe$role$h de$ngan wawancara de$ngan i $nforman dari $, 

Bapak Ari $e$ Wi $bowo Pe$gawai $ Bi $dang Pajak Rokok Badan Pe$ndapatan Dae$rah Provi $nsi $ 

Lampung, Bapak Mari $ndo Kurni $awan Ke$pala Bi $dang Badan Pe$nge$lola Ke$uangan Dan 

Ase$t Dae$rah Provi $nsi $ Lampung, dan I$bu Si$lvi $ Apri $ani $ Ke$pala Bi $dang Pogram dan 

E$valke$s Di $nas Ke$se$hatan Provi $nsi$ Lampung. Ke$mudi $an di $olah se$de$mi $ki $an rupa agar 

me$pe$role$h bahan kaji $an yang se$suai $ de$ngan pokok pe$rmasalahan yang se$dang di$ te$li $ti$.48 

 
47 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 70 

48 H. Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, (Bandung: 

Penerbit Alfabeta, 2017), hlm.71-73. 
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3.2.2. Data Sekunder 

 

Data se$kunde$r me$rupakan data yang di $pe$role$h se$cara ti $dak langsung de$ngan 

me$lakukan kaji $an ke$pustakaan dari $ be$rbagai $ sumbe$r yang ada dan te$rkai $t de$ngan 

pe$rmasalahan yang te$rkai $t dalam pe$ne$li $ti $an i $ni $ de$ngan me$ne$laah buku-buku, 

dokume$n-dokume$n, se$rta pe$raturan pe$rundang-undangan yang be$rlaku. Data 

se$kunde$r dalam pe$ne$li $ti $an i $ni $ te$rbagi $ me$njadi $ bahan hukum pri $me$r, bahan hukum 

se$kunde$r, dan bahan hukum te$rsi $e$r. 

 

1. Bahan hukum pri$me$r adalah bahan hukum yang te$rdi $ri $ atas pe$raturan 

pe$rundang-undangan, ri $salah re$smi $, putusan pe$ngadi $lan dan dokume$n re$smi$ 

ne$gara.49 Bahan hukum pri $me$r yang di $gunakan dalam pe$ne$li $ti$an, i $alah se$bagai$ 

be$ri $kut: 

 

a. Undang-undang Dasar Ne$gara Re$publi $k I$ndone$si $a Tahun 1945; 

b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 te$ntang Pajak Dae$rah dan Re$tri $busi $ 

Dae$rah; 

c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 te$ntang Hubungan Ke$uangan antara 

Pe$me$ri $ntah Pusat dan Pe$me$ri $ntahan Dae$rah; 

d. Pe$ratuan Pe$me$ri $ntah Nomor 35 Tahun 2023 te$ntang Ke$te$ntuan Umum Pajak 

Dae$rah dan Re$tri $busi $ De$rah; 

e. Pe$raturan Pre$si $de$n Nomor 82 Tahun 2018 te$ntang Jami $nan Ke$se$hatan;  

f. Pe$raturan Me$nte$ri $ Ke$uangan Nomor 143 Tahun 2023 te$ntang Tata Cara 

Pe$mungutan, Pe$motongan, dan Pe$nye$toran Pajak Rokok; 

g. Pe$raturan Dae$rah Provi $nsi $ Lampung Nomor 2 Tahun 2011 te$ntang Pajak 

Dae$rah; 

h. Pe$raturan Dae$rah Provi $nsi $ Lampung Nomor 4 Tahun 2024 Te$ntang Pajak 

dan Re$tri $busi $ Dae$rah; 

i. Ke$putusan Gube$rnur Lampung Nomor G/781/VI$.03/HK/2022 Tahun 2022 

te$rkai $t Pe$ne$tapan Targe$t Pe$ne$ri $maan Dana Bagi $ Hasi $l Pajak Rokok Provi $nsi $ 

 
49 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.59. 
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Lampung Tahun Anggaran 2023 Ke$pada Pe$me$ri $ntah Provi $nsi $ dan 

Pe$me$ri $ntah Kabupate$n/Kota Se$-Provi $nsi $ Lampung. 

 

2. Bahan hukum se$kunde$r adalah bahan hukum yang me$mbe$ri $kan pe$nje$lasan 

me$nge$nai $ bahan hukum pri $me$r.50 Bahan hukum se$kunde$r yang di $jadi $kan bahan 

untuk me$ndukung pe$nli $ti $an i $ni $ be$rbe$ntuk buku hukum, jurnal hukum, majalah 

hukum, hasi $l pe$ne$li $ti $an hukum, atau pe$ndapat para ahli $ hukum. 

 

3. Bahan hukum te$rsi $e$r yakni $ bahan hukum yang me$mbe$ri $kan pe$nje$lasan 

te$rhadap bahan hukum pri $me$r dan bahan hukum te$rsi $e$r. Bahan hukum te$rsi $e$r 

dapat be$rupa Kamus Hukum, Kamus Be$sar Bahasa I$ndone$si $a, E$nsi $klope$di $a, 

dan E$nsi $klope$di $a Hukum. 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data 

 

3.3.1. Metode Pengumpulan Data  

 

Pe$ngumpulan data pada pe$ne$li $ti $an i $ni $ di$lakukan, de$ngan studi $ pustaka dan 

studi$ lapangan. Se$bagai $ be$ri $kut: 

 

1. Studi$ Pustaka (Li $brary Re$se$arch)  

Studi$ ke$pustakaan di $lakukan de$ngan cara me$mpe$lajari $ undang-undang, 

pe$raturan pe$me$ri $ntah dan li $te$ratur hukum yang be$rkai $tan de$ngan ke$kuatan 

pe$mbukti $an ke$te$rangan saksi $. Hal i $ni$ di $lakukan de$ngan cara me$mbaca, 

me$nguti $p dan me$ngi $de$nti $fi $kasi $ data yang se$suai $ de$ngan pokok bahasan dan 

ruang li $ngkup pe$ne$li $ti $an i $ni $ 

 

2. Studi$ lapangan (Fi $e$ld Re$se$arch)  

Studi$ Lapangan di $lakukan de$ngan cara datang langsung ke$ lokasi $ pe$ne$li $ti $an 

de$gan tujuan untuk me$mpe$role$h data pri $me$r yang akurat, le$ngkap, dan vali $d 

 
50 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Radja Grafindo 

Persada, 2004), hlm.29-30. 
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de$ngan me$lakukan wawancara (i $nte$rvi $e$w), wawancara yang di $lakukan adalah 

wawancara langsung yang te$rpi $mpi $n, te$rarah, dan me$ndalam se$suai $ de$ngan 

pokok pe$rmasalahan yang te$li $ti$ guna me$mpe$role$h hasi $l be$rupa data dan 

i $nformasi $ yang le$ngkap de$ngan wawancara te$rhadap masyarakat yang 

be$rkai $tan de$ngan pe$manfaatan hasi $l pe$ne$ri $maan pajak rokok untuk pe$layanan 

ke$se$hatan masyarakat di $ provi $nsi $ lampung.  

 

3.3.2 Pengelolaan Data 

Tahapan pe$ngolahan data dalam pe$ne$li $ti $an i $ni $ me$li $puti $ ke$gi $atan-ke$gi $atan 

se$bagai $ be$ri $kut:  

 

1. I$de$nti $fi $kasi $ data, yai $tu me$ncari $ data yang di $pe$role$h untuk di $se$suai $kan de$ngan 

pe$mbahasan yang akan di $lakukan de$ngan me$ne$laah pe$raturan, buku atau 

arti $ke$l yang be$rkai $tan de$ngan judul dan pe$rmasalahan.  

 

2. Klasi $fi $kasi $ data, yai $tu hasi $l i$de$nti $fi $kasi $ data yang se$lanjutnya di $klasi $fi $kasi $ 

atau di $ke$lompokkan se$hi $ngga di $pe$role$h data yang be$nar-be$nar obje$kti $f.  

3. Pe$nyusunan data, yai $tu me$nyusun data me$nurut si$ste$mati $ka yang te$lah 

di $te$tapkan dalam pe$ne$li $ti $an se$hi $ngga me$mudahkan pe$ne$li $ti $ dalam 

me$ngi $nte$rpre$stasi $kan data. 

 

3.4. Analisis Data 

 

Anali $si $s data yang di $gunakan untuk dapat me$njawab pe$rmasalahan yang 

di $bahas dalam pe$ne$li $ti $an i $ni $ adalah anali $si $s de$skri $pti $f kuali$tati $f. Anali $si $s de$skri $pti $f 

kuali $tati $f me$rupakan te$kni $k anali $si $s data de$ngan me$ngurai $kan data dalam be$ntuk 

de$skri $psi $ atau gambaran de$ngan kata-kata atas subje$k dan obje$k pe$ne$li $ti $an yang 

di $lakukan se$cara te$ratur, runtun, logi $s, ti$dak tumpang ti $ndi $h, dan e$fe$kti $f.



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Be$rdasarkan hasi $l pe$ne$li $ti $an dan pe$mbahasan skri $psi$ i $ni $, maka ke$si $mpulan 

dari $ pe$ne$li $ti $an i $ni $ adalah se$bagai $ be$ri $kut: 

 

1. Pe$manfaatan hasi $l pe$ne$ri $maan pajak rokok di $ Provi $nsi$ Lampung te$lah se$suai $ 

de$ngan re$gulasi $, te$rutama PP 35 Tahun 2023, yang me$ngamanatkan mi $ni $mal 

50% dari $ pajak rokok di $gunakan untuk pe$layanan ke$se$hatan dan pe$ne$gakan 

hukum, de$ngan 37,5% khusus di $alokasi $kan untuk pe$mbi $ayaan Pe$ne$ri $ma 

Bantuan I$uran (PBI$) JKN. Dana i $ni $ di $gunakan untuk me$ndukung Uni $ve$rsal 

He$alth Cove$rage$ (UHC), pe$me$nuhan Standar Pe$layanan Mi $ni $mal (SPM), 

pe$ngadaan alat ke$se$hatan, pe$mbangunan fasi $li $tas ke$se$hatan, se$rta kampanye$ 

ke$se$hatan dan sosi $ali $sasi $ bahaya me$rokok. Dampak posi $ti$f dari $ pe$manfaatan 

pajak rokok i $ni $ te$rli $hat dalam pe$ni $ngkatan akse$s layanan ke$se$hatan bagi $ 

masyarakat kurang mampu, yang dapat me$mpe$role$h layanan ke$se$hatan grati $s 

me$lalui $ subsi $di $ i $uran JKN-PBI$. Se$lai $n i $tu, pajak rokok juga be$rkontri $busi$ 

dalam pe$ni $ngkatan i $nfrastruktur ke$se$hatan dan pe$nye$di $aan fasi $li $tas yang le$bi $h 

bai $k bagi $ masyarakat. 

 

2. Faktor pe$ndukung utama dalam pe$manfaatan pajak rokok adalah adanya 

koordi $nasi $ yang bai $k antara Di $nas Ke$se$hatan, BPKAD, dan BAPE$NDA, yang 

me$masti $kan prose$s pe$re$ncanaan, pe$nganggaran, se$rta pe$laporan be$rjalan 

lancar. Se$lai $n i $tu, re$gulasi $ yang je$las me$mbantu me$masti $kan bahwa dana 

di $alokasi $kan se$suai $ de$ngan pe$runtukannya. 
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Namun, te$rdapat be$be$rapa faktor pe$nghambat yang masi $h me$njadi $ tantangan, 

di $ antaranya pe$re$daran rokok i $le$gal, yang me$ngurangi $ pote$nsi $ pe$ne$ri $maan 

pajak rokok, se$rta pe$rbe$daan ke$butuhan di $ se$ti $ap dae$rah, yang me$nye$babkan 

i $mple$me$ntasi $ pe$manfaatan dana ti $dak se$lalu me$rata. Se$lai $n i $tu, kurangnya 

kapasi $tas aparatur dalam me$nge$lola dana pajak rokok se$rta re$ndahnya 

ke$sadaran masyarakat te$ntang kontri $busi $ pajak rokok te$rhadap se$ktor 

ke$se$hatan juga me$njadi $ hambatan dalam opti $mali $sasi $ pe$manfaatannya. Ole$h 

kare$na i $tu, di $pe$rlukan pe$nguatan pe$ngawasan, pe$ni $ngkatan ke$sadaran 

masyarakat, se$rta upaya pe$mbe$rantasan rokok i $le$gal agar pajak rokok dapat 

le$bi $h opti $mal dalam me$ni $ngkatkan kuali $tas layanan ke$se$hatan di $ Provi $nsi$ 

Lampung. 

 

5.2 Saran 

 

Be$rdasarkan hasi $l pe$ne$li $ti $an dan pe$mbahasan skri $psi $ i $ni$, maka saran dari $ 

pe$ne$li $ti $an i $ni $ adalah se$bagai $ be$ri $kut: 

 

1. Pe$me$ri $ntah Provi $nsi $ Lampung, khususnya Di $nas Ke$se$hatan, BPKAD, dan 

BAPE$NDA, pe$rlu te$rus me$ni $ngkatkan transparansi $ dan e$fe$kti $vi $tas dalam 

pe$nge$lolaan dana pajak rokok. Salah satu langkah yang dapat di $lakukan adalah 

de$ngan me$mpe$rkuat si $ste$m moni $tori$ng dan e$valuasi $ khusus te$rhadap 

pe$nggunaan pajak rokok, agar dana be$nar-be$nar di $alokasi $kan se$suai $ 

pe$runtukannya dan me$mbe$ri $kan dampak nyata bagi $ pe$ni $ngkatan layanan 

ke$se$hatan masyarakat. Se$lai $n i $tu, pe$rlu adanya pe$re$ncanaan strate$gi $s be$rbasi$s 

data ke$butuhan ke$se$hatan di $ ti $ap dae$rah, se$hi $ngga pe$manfaatan pajak rokok 

dapat le$bi $h te$pat sasaran se$suai $ de$ngan ke$butuhan spe$si $fi $k masi $ng-masi $ng 

wi $layah. 

 

2. Re$ndahnya pe$mahaman masyarakat me$nge$nai $ manfaat pajak rokok dalam 

me$ndukung layanan ke$se$hatan masi $h me$njadi $ tantangan. Ole$h kare$na i $tu, 

di $pe$rlukan sosi $ali $sasi $ yang le$bi $h masi $f dan e$dukasi $ publi $k me$nge$nai$ 

pe$nti $ngnya pajak rokok dalam pe$mbi $ayaan se$ktor ke$se$hatan. Kampanye$ i $ni$ 
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dapat di $lakukan me$lalui $ be$rbagai $ me$di $a, te$rmasuk me$di $a sosi $al, se$mi $nar, se$rta 

program pe$nyuluhan di $ komuni$tas dan se$kolah. Se$lai $n i$tu, ke$te$rli $batan 

masyarakat dalam pe$ngawasan pe$nggunaan pajak rokok juga pe$rlu 

di $ti$ngkatkan agar transparansi $ dan akuntabi $li $tas dapat te$rjaga. 

 

3. Pe$re$daran rokok i $le$gal me$njadi $ faktor utama yang me$nghambat opti $mali $sasi$ 

pe$ne$ri $maan pajak rokok. Ole$h kare$na i $tu, di $pe$rlukan langkah te$gas dalam 

pe$ne$gakan hukum te$rhadap di $stri $busi $ rokok i$le$gal, se$rta pe$nguatan re$gulasi$ 

te$rkai $t pe$ngawasan pajak rokok. Pe$me$ri $ntah dae$rah dapat be$ke$rja sama de$ngan 

aparat pe$ne$gak hukum dan i$nstansi $ te$rkai $t untuk me$mpe$rke$tat pe$ngawasan dan 

pe$mbe$rantasan rokok i $le$gal agar pe$ne$ri $maan pajak rokok me$ni$ngkat dan dapat 

di $manfaatkan le$bi $h opti $mal untuk se$ktor ke$se$hatan. 

 

4. Pe$ne$li $ti $an i$ni $ dapat me$njadi $ dasar bagi $ kaji $an le$bi $h lanjut me$nge$nai $ e$fe$kti $vi $tas 

pe$manfaatan pajak rokok te$rhadap i $ndi $kator ke$se$hatan masyarakat, se$pe$rti$ 

pe$ni $ngkatan angka harapan hi $dup, pe$nurunan angka ke$saki $tan, se$rta kuali $tas 

layanan ke$se$hatan di $ fasi $li$tas ke$se$hatan yang me$ne$ri $ma dana pajak rokok. 

Pe$ne$li $ti $an lanjutan juga dapat be$rfokus pada anali $si$s pe$rbandi $ngan e$fe$kti $vi $tas 

pe$nggunaan pajak rokok di $ be$rbagai $ dae$rah, se$hi $ngga dapat di $te$mukan strate$gi$ 

te$rbai $k dalam pe$nge$lolaannya. 
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